PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
| Rl GAS

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

bahwa untuk mnel aksanakan ketentuan Pasal 41 Undang- Undang Nonor 7
Tahun 2004 tentang Sunber Daya Air, perlu nenetapkan peraturan
penerintah tentang irigasi;

Mengi ngat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 7 Tahun 2004 tentang Sunber Daya Air
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 32,
Tanbahan Lenbaran Negara Republ ik | ndonesia Nonor 4377);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :
PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG | Rl GASI .

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am peraturan penerintah ini yang di naksud dengan:

1. Air adal ah senua air yang terdapat pada, di atas, ataupun d
bawah pernukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air
per mukaan, air tanah, air hujan, dan air |aut yang berada d

dar at .

2. Sunber air adal ah tenpat atau wadah air alam dan/atau buatan
yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah pernukaan
t anah.

3. Irigasi adal ah usaha penyedi aan, pengaturan, dan penbuangan
air irigasi untuk menunjang pertani an yang jenisnya neliputi
irigasi pernukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah,
irigasi ponpa, dan irigasi tanbak.

4. Sistem irigasi neliputi prasarana irigasi, air irigasi,
manaj enen irigasi, Kkelenbagaan pengelolaan irigasi, dan
sunber daya nmanusi a.

5. Penyedi aan air irigasi adal ah penentuan volune air per satuan

wakt u yang dial okasi kan dari suatu sunber air untuk suatu
daerah irigasi yang di dasarkan waktu, jum ah, dan nutu sesua
dengan kebutuhan untuk nenunjang pertanian dan keperluan
| ai nnya.

6. Pengaturan air irigasi adal ah kegiatan yang neliputi
penbagi an, penberian, dan penggunaan air irigasi.
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Penbagi an air irigasi adal ah kegi atan nenbagi air di bangunan
bagi dal amjaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
Penberian air irigasi adal ah kegi atan nenyal urkan air dengan
jumah tertentu dari jaringan priner atau jaringan sekunder
ke petak tersier.

Penggunaan air irigasi adal ah kegi atan nenanfaatkan air dari
petak tersier wuntuk nengairi |ahan pertanian pada saat
di per | ukan.

Penbuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adal ah
pengal i ran kel ebi han air yang sudah tidak dipergunakan | agi
pada suatu daerah irigasi tertentu.

Daerah irigasi adal ah kesatuan |ahan yang nendapat air dari
satu jaringan irigasi.

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan
pel engkapnya yang nerupakan satu kesatuan yang diperl ukan
untuk penyedi aan, penbagi an, penberian, penggunaan, dan
penbuangan air irigasi.

Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi
yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/prinmer,
sal uran penbuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap,
bangunan sadap, dan bangunan pel engkapnya.

Jaringan irigasi sekunder adal ah bagian dari jaringan irigasi
yang terdiri dari saluran sekunder, saluran penbuangannya,
bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan
bangunan pel engkapnya.

Cekungan air tanah adal ah suatu w layah yang dibatasi ol eh
batas hidrogeologis, tenpat senua kejadian hidrogeologis
seperti proses pengi nbuhan, pengaliran, dan pelepasan air
t anah ber| angsung.

Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang
airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instal asi
ponpa sanpai dengan saluran irigasi air tanah ternmasuk
bangunan di dal amya.

Saluran irigasi air tanah adal ah bagi an dari jaringan irigasi
air tanah yang dimulai setelah bangunan ponpa sanpai | ahan
yang diairi.

Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun
dan di kel ol a ol eh nmasyarakat desa atau penerintah desa.
Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang
berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dal am petak
tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter
dan saluran penbuang, boks tersier, boks kuarter, serta
bangunan pel engkapnya.

Masyar akat petani adal ah kel onpok nasyarakat yang bergerak
dal am bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam
organi sasi  perkunpul an petani permakai air nmaupun petani
| ai nnya yang belum tergabung dal am organi sasi perkunpul an
pet ani penakai air.

Per kunpul an petani penekai air adal ah kel enbagaan pengel ol aan
irigasi yang nenjadi wadah petani penmakai air dalam suatu
daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani penaka
air sendiri secara denokratis, termasuk |enbaga | okal
pengel ol a irigasi.
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Penerintah pusat, selanjutnya disebut Penerintah, adalah
Presi den Republ i k | ndonesia  yang menegang kekuasaan
peneri nt ahan negara Republik Indonesia sebagai mana di maksud
dal am Undang- Undang Dasar Negara Republik |ndonesia Tahun
1945.

Penerintah provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah
provinsi |ainnya sebagai unsur penyel enggara penerintahan
daer ah.

Peneri nt ah kabupat en/ kot a adal ah bupati/wal i kot a dan
per angkat daerah kabupaten/kota |ainnya sebagai unsur
penyel enggar a peneri ntahan daer ah.

Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk nenperol eh dan
menmakai atau nengusahakan air dari sunber air untuk
kepenti ngan pertani an.

Hak guna pakai air untuk irigasi adal ah hak untuk nenperol eh
dan nmenakai air dari sunber air untuk kepentingan pertani an.
Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk nenperol eh
dan nengusahakan air dari sunber air untuk kepentingan
pengusahaan pertani an.

Kom si irigasi kabupaten/kota adal ah | enbaga koordinasi dan
kormuni kasi  antara wakil pemerintah kabupaten/kota, waki
perkunmpul an petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan
waki | pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.

Kom si irigasi provinsi adalah |enbaga koordinasi dan
konuni kasi ant ara waki | peneri nt ah provi nsi , waki
per kunmpul an petani pemakai air tingkat daerah irigasi, waki
pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil kom si
i rigasi kabupaten/ kota yang terkait.

Kom si irigasi antarprovinsi adalah |enbaga koordinasi dan
konuni kasi antara wakil permerintah kabupaten/kota yang

terkait, wakil komsi irigasi provinsi yang terkait, waki
perkumpul an petani penekai air, dan wakil pengguna jaringan
irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi.

Ment eri adal ah nmenteri yang menbi dangi sunber daya air.

Di nas adal ah instansi penerintah provinsi atau penerintah
kabupat en/ kot a yang nenbi dangi irigasi.

Pengenbangan jaringan irigasi adalah penbangunan jaringan
irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah
ada.

Pembangunan jaringan irigasi adal ah  seluruh kegi atan
penyediaan jaringan irigasi di wlayah tertentu yang belum
ada jaringan irigasinya.

Peni ngkatan jaringan irigasi adalah kegiatan neningkatkan
fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau
kegi at an nenanbah | uas areal pelayanan pada jaringan irigasi
yang sudah ada dengan nenpertinbangkan perubahan kondi si
| i ngkungan daerah irigasi.

Pengel ol aan jaringan irigasi adalah kegiatan yang neliputi
operasi, peneliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di
daerah irigasi.

Qperasi jaringan irigasi adal ah upaya pengaturan air irigas
dan penbuangannya, termasuk kegiatan nenbuka-nenutup pintu
bangunan irigasi, nmenyusun rencana tata tanam nmenyusun
si stem gol ongan, nenyusun rencana penbagi an air, mnel aksanakan
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kal i brasi pi ntu/ bangunan, nengunpul kan data, nemantau, dan
mengeval uasi .

Penel i haraan jaringan irigasi adalah wupaya nenjaga dan
mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi
dengan baik guna nenperlancar pel aksanaan operasi dan
nmenper t ahankan kel est ari annya.

Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan
jaringan irigasi guna nengenbalikan fungsi dan pelayanan
irigasi seperti semul a.

Pengel ol aan aset irigasi adalah proses nanajenen yang
terstruktur untuk perencanaan peneliharaan dan pendanaan
sistem irigasi guna nmencapai tingkat pel ayanan yang

di tetapkan dan berkel anjutan bagi penekai air irigasi dan
pengguna jaringan irigasi dengan penbi ayaan pengel ol aan aset
irigasi seefisien nmungkin.

Pasal 2

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna
meni ngkat kan produksi pertani an dal amrangka ket ahanan pangan
nasi onal dan kesej aht eraan masyar akat, khususnya petani, yang
di wuj udkan mnel al ui keberl anjutan sistemirigasi.

Keberl anjutan sistem irigasi sebagai mana di naksud pada ayat
(1) dilakukan dengan pengenbangan dan pengel ol aan sistem
irigasi.

Pasal 3

Keberl anjutan sistemirigasi sebagai nana di maksud dal am Pasa
2 ayat (2) ditentukan ol eh:
keandal an air irigasi yang diwijudkan nelalui kegiatan
menbangun waduk, waduk |apangan, bendungan, bendung,

ponpa, dan j ari ngan dr ai nase yang menmadai ,
nmengendal i kan mutu air, serta nmemanfaatkan kenbali air
dr ai nase;

b. keandal an prasarana irigasi yang diwijudkan el al ui
kegi at an peni ngkat an, dan pengel ol aan jaringan iri gasi
yang neliputi operasi, peneliharaan, dan rehabilitasi
jaringan irigasi di daerah irigasi;

C. meni ngkat nya pendapatan nasyarakat petani dari wusaha

tani yang diwuij udkan nel alui kegi atan pengenbangan dan
pengel ol aan sistem irigasi yang nendorong keterpaduan
dengan Kkegiatan diversifikasi dan nodernisasi usaha
tani.
Kegi at an sebagai mana di naksud pada ayat (1) dil aksanakan
sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan nanual yang
di t et apkan ol eh Menteri



BAB | |
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SI STEM | Rl GASI

Pasal 4

(1) Pengenbangan dan pengelolaan sistem irigasi bert uj uan
mewuj udkan kemanfaatan air dal am bi dang pertani an.

(2) Pengenbangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai mana
di mmksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif,
t erpadu, berwawasan |ingkungan hi dup, transparan, akuntabel
dan ber keadi | an.

(3) Pengenbangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai mana
di mmksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah
irigasi.

Pasal 5

Pengenbangan dan pengel ol aan sistemirigasi yang dil aksanakan ol eh
Penerintah, penmerintah provinsi, atau penerintah kabupaten/kota
nmel i bat kan semua pi hak yang berkepentingan dengan nengutanakan
kepenti ngan dan peran serta nasyarakat petani

Pasal 6

Pengenbangan dan pengel ol aan sistemirigasi yang dil aksanakan ol eh
badan wusaha, badan sosial, atau perseorangan disel enggarakan
dengan nenperhati kan kepentingan nmasyarakat di sekitarnya dan
mendor ong peran serta nmasyar akat petani.

Pasal 7

(1) Pengenbangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan
dengan pendayagunaan sunber daya air yang didasarkan pada
keterkaitan antara air hujan, air pernukaan, dan air tanah
secara terpadu dengan nengutanmakan pendayagunaan air
per mukaan.

(2) Pengenbangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai mana
di mmksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu
sistem irigasi satu kesatuan pengenbangan dan pengel ol aan,
dengan nenperhati kan kepentingan penakai air irigasi dan
pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir
secara sel aras.

Pasal 8
Pedoman pengenbangan dan pengel ol aan sistemirigasi yang dil akukan

secara partisipatif ditetapkan dengan peraturan Menteri setel ah
ber koor di nasi dengan instansi terkait.
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BAB |11
KELEMBAGAAN PENCGELOLAAN | Rl GASI

Pasal 9

Untuk newj udkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang
di bangun penerintah di bentuk kel enbagaan pengel ol aan irigasi.
Kel embagaan pengelolaan irigasi sebagai mana dinaksud pada
ayat (1) neliputi instansi penerintah yang nenbi dangi
irigasi, perkumpulan petani penakai air, dan kom si irigasi.

Pasal 10

Pet ani penakai air wajib menbentuk perkunpul an petani penaka
air secara denpkratis pada setiap daerah |ayanan/petak
tersier atau desa.

Per kunpul an petani penekai air sebagai mana di maksud pada ayat
(1) dapat menbentuk gabungan perkunpul an petani perakai air
pada daerah |[|ayanan/bl ok sekunder, gabungan beberapa bl ok
sekunder, atau satu daerah irigasi.

Gabungan per kunpul an petani penakai air sebagai mana di maksud
pada ayat (2) dapat nenbentuk induk perkunpulan petani
penmakai air pada daerah [|ayanan/blok priner, gabungan
beberapa bl ok priner, atau satu daerah irigasi.

Pasal 11

Unt uk mewuj udkan ket er paduan pengel ol aan sistem irigasi pada
setiap provinsi dan kabupaten/kota di bentuk kom si irigasi

Dal am sistem irigasi lintas provinsi, dapat dibentuk kom si
i rigasi antarprovinsi.

Dal am sistem irigasi yang multiguna, dapat disel enggarakan
f orum koor di nasi daerah irigasi.

Pasal 12

Kom si irigasi kabupaten/kota dibentuk ol eh bupati/walikota.
(2) Keanggot aan kom si irigasi sebagai mana di naksud pada ayat
(1) terdiri dari wakil penerintah kabupaten/kota dan wakil
nonpenerintah yang neliputi wakil perkunpul an petani penaka
air dan/atau wakil kel onpok pengguna jaringan irigasi dengan
prinsip keanggot aan proporsional dan keterwakil an.

Kom si irigasi kabupaten/kota nmenbantu bupati/walikota dengan

t ugas:

a. mer unuskan kebi j akan unt uk menper t ahankan dan
nmeni ngkat kan kondi si dan fungsi irigasi;

b. merunuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah
i ri gasi dal am kabupat en/ kot a;

C. mer unuskan rencana tahunan penyedi aan air irigasi;

d. nmer unuskan rencana tahunan penbagi an dan penberian air
irigasi bagi pertanian dan keperluan |ainnya;

e. mer ekonendasi kan prioritas alokasi dana pengel ol aan

irigasi; dan
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f. menberi kan perti nbangan nengenai izin alih fungsi |ahan
beriri gasi.

Pasal 13

Kom si irigasi provinsi dibentuk ol eh gubernur.
Keanggot aan kom si irigasi sebagai nana di maksud pada ayat (1)

ber anggot akan  waki | kom si i rigasi kabupat en/ kota yang
terkait, wakil per kunmpul an  pet ani penmakai air, waki

penerintah provinsi, dan wakil kelonpok pengguna jaringan
I rigasi dengan prinsip keanggot aan pr opor si onal dan

ket er waki | an.
Kom si irigasi provinsi menbantu gubernur dengan tugas:

a. mer unuskan kebi j akan unt uk menper t ahankan dan
meni ngkat kan kondi si dan fungsi irigasi;

b. mer unuskan rencana tahunan penyedi aan air irigasi;

C. nmer unuskan rencana tahunan penbagi an dan penberian air
irigasi bagi pertanian dan keperluan | ainnya; dan

d. nmer ekonendasi kan prioritas al okasi dana pengel ol aan
irigasi.

Pasal 14
Kom si irigasi antarprovinsi dapat dibentuk oleh para

guber nur yang ber sangkut an.

Keanggot aan kom si irigasi sebagai mana di maksud pada ayat (1)
ber anggot akan waki| penerintah kabupaten/kota yang terkait,
waki | kom si irigasi provinsi yang terkait, wakil perkunpul an
petani penakai air, dan wakil kelonpok pengguna jaringan
irigasi di suatu daerah irigasi lintas provinsi dengan
prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakil an.

Kom si irigasi antarprovinsi nenbantu gubernur terkait dengan

t ugas:

a. mer unuskan kebi j akan unt uk menper t ahankan dan
nmeni ngkat kan kondi si dan fungsi irigasi;

b. mer unuskan rencana tahunan penyedi aan air irigasi;

C. nmer unuskan rencana tahunan penbagi an dan penberian air
irigasi bagi pertanian dan keperluan |ai nnya; dan

d. nmer ekonendasi kan prioritas al okasi dana pengel ol aan
irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi.

Pasal 15

Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan kom si

i rigasi di t et apkan dengan keput usan guber nur at au

bupati/wal i kota sesuai dengan kewenangannya.

Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan kom si

irigasi antarprovinsi ditetapkan dengan keputusan bersama
ant ar guber nur yang ber sangkut an.

Pedoman nengenai komisi irigasi provinsi, komsi irigasi
antar provinsi, komsi irigasi kabupaten/kota, dan forum
koor di nasi daer ah i rigasi ditetapkan dengan peraturan Menteri
set el ah berkoordi nasi dengan Menteri Dal am Negeri .
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BAB |V
VEVENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

Wewenang dan tanggung jawab Penerintah dal am penyel enggar aan
urusan penerintahan bidang pengenbangan dan pengel ol aan
sistemirigasi neliputi:

a.
b.

C.

menet apkan kebi j akan nasi onal pengenbangan dan
pengel ol aan sistemirigasi;

nmenet apkan status daerah irigasi yang sudah dibangun
dengan nel i bat kan penerintah daerah yang terkait;

nmel aksanakan pengenbangan sistem irigasi priner dan

sekunder pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah
irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis
nasi onal ;

nmel aksanakan pengelolaan sistem irigasi prinmer dan
sekunder pada daerah irigasi yang luasnya |ebih dari
3.000 ha atau pada daerah irigasi lintas provinsi,
daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi
strategi s nasi onal

menfasilitasi penyel esai an sengketa antarprovinsi dalam
pengenbangan dan pengel ol aan sistemirigasi;

menet apkan  nor na, st andar, kriteria, dan pedonan
pengenbangan dan pengel ol aan sistemirigasi;

nenj aga ef ektivitas, efi si ensi, dan keterti ban
pel aksanaan pengenbangan sistem irigasi priner dan
sekunder pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah
irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis
nasi onal ;

nmenj aga ef ektivitas, efi si ensi, dan keterti ban

pel aksanaan pengel ol aan sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi yang luasnya |ebih dari

3.000 ha atau pada daerah irigasi lintas provinsi,
daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi
strategi s nasi onal

menber i r ekonendasi tekni s kepada peneri nt ah
kabupat en/ kota atas penggunaan dan pengusahaan air
tanah untuk irigasi yang dianbil dari cekungan air
tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah Ilintas
negar a;

menberi kan bantuan teknis dalam pengenbangan dan
pengel ol aan sistem irigasi kepada penerintah provinsi
dan penerintah kabupaten/ kot a;

menberi kan bantuan kepada rmasyarakat petani dal am
pengenbangan dan pengel olaan sistem irigasi yang
nmenj adi t anggung | awab masyar akat pet ani at as
per mi nt aannya ber dasarkan prinsip kemandirian; dan
menberi kan izin penbangunan, penanfaatan, pengubahan,
dan/ at au penbongkaran bangunan dan/atau saluran irigas
pada jaringan irigasi prinmer dan sekunder dal am daerah
irigasi lintas provinsi, daerah irigasi |intas negara,
dan daerah irigasi strategi s nasional.



(2) Penetapan status daerah irigasi sebagai mana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan ol eh Menteri.

Pasal 17
Wewenang dan t anggung j awab peneri nt ah pr ovi nsi dal am

penyel enggaraan urusan penerintahan bidang pengenbangan dan
pengel ol aan sistemirigasi neliputi:

a. nmenet apkan  kebijakan  provinsi dal am pengenbangan dan
pengel ol aan sistem irigasi di wi | ayahnya  berdasar kan
kebi j akan  nasi onal dengan nenperti nbangkan kepenti ngan
provinsi sekitarnya;

b. nmel aksanakan pengenbangan sistem irigasi priner dan sekunder
pada daerah irigasi |intas kabupaten/kota;

C. nmel aksanakan pengel ol aan sistem irigasi priner dan sekunder
pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sanpai dengan 3. 000
ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas
kabupat en/ kot a;

d. menberi rekonendasi teknis kepada penerintah kabupaten/kota

at as penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang
dianbi| dari cekungan air tanah |intas kabupaten/kota untuk

irigasi;

e. menfasilitasi penyel esai an sengketa ant ar kabupat en/ kot a dal am
pengenbangan dan pengel ol aan sistemirigasi;

f. menj aga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan
pengenbangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah
irigasi lintas kabupaten/kota;

g. menj aga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan

pengel ol aan sistem irigasi priner dan sekunder pada daerah
irigasi yang luasnya 1.000 ha sanpai dengan 3.000 ha atau
pada daerah irigasi yang bersifat |intas kabupaten/kot a;

h. menberi kan bantuan tekni s dal am pengenbangan dan pengel ol aan
sistemirigasi kepada penerintah kabupaten/ kot a;

i menberi kan bant uan kepada masyar akat pet ani dal am
pengenbangan dan pengelolaan sistem irigasi yang nenjadi
tanggung | awab masyar akat pet ani at as per m nt aannya
ber dasarkan prinsip kemandirian

J . menbent uk kom si irigasi provinsi;

K. bersama dengan penerintah provinsi yang terkait dapat
menbent uk kom si irigasi antarprovinsi; dan

l. menberi kan i zin penbangunan, penmanf aat an, pengubahan,

dan/ at au penbongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada
jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi
I i ntas kabupat en/ kot a.

Pasal 18

Wewenang dan tanggung jawab penerintah kabupaten/kota dal am
penyel enggaraan urusan penerintahan bidang pengenbangan dan
pengel ol aan sistemirigasi neliputi:

a. nmenet apkan kebij akan kabupaten/ kota dalam pengenbangan dan
pengel ol aan sistemirigasi berdasarkan kebijakan pengenbangan
dan pengel ol aan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan
menper hat i kan kepenti ngan kabupat en/ kot a sekitarnya;



b. nmel aksanakan pengenbangan sistem irigasi priner dan sekunder
pada daerah irigasi dal am satu kabupaten/kot a;

C. nmel aksanakan pengel ol aan sistem irigasi priner dan sekunder
pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang | uasnya
kurang dari 1.000 ha;

d. menberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di w | ayah
kabupat en/ kot a yang ber sangkut an unt uk keperluan irigasi;
e. menj aga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan

pengenbangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah
irigasi yang utuh dal am satu kabupat en/ kot a;

f. menj aga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan
pengel ol aan sistem irigasi priner dan sekunder pada daerah
irigasi dalam satu kabupaten/kota yang |uasnya kurang dari
1. 000 ha;

g. menfasilitasi penyel esai an sengketa antardaerah irigasi yang
berada dalam satu kabupaten/kota yang berkaitan dengan
pengenbangan dan pengel ol aan sistemirigasi;

h. menberi kan bant uan kepada masyar akat pet ani dal am
pengenbangan dan pengelolaan sistem irigasi yang nenjadi
tanggung jawab masyar akat pet ani at as per m nt aannya

ber dasarkan prinsip kemandirian
i menbent uk kom si irigasi kabupaten/kot a;

J . nmel aksanakan penber dayaan per kunpul an petani penakai air; dan

K. menberi kan I zin penbangunan, penmanf aat an, pengubahan,
dan/ at au penbongkaran bangunan dan/atau sal uran irigasi pada
j ari ngan i rigasi pri mer dan sekunder dalam satu

kabupat en/ kot a.
Pasal 19

Wewenang dan tanggung jawab penerintah desa atau yang disebut

dengan nama lain neliputi:

a. mel aksanakan peni ngkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang
di bangun ol eh penerintah desa,;

b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan
peni ngkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang di bangun
ol eh penerintah desa; dan

c.menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan
pengel ol aan sistem irigasi pada daerah irigasi yang di bangun
ol eh penerintah desa.

Pasal 20

Hak dan tanggung jawab nasyarakat petani dal am pengenbangan dan
pengel ol aan sistemirigasi neliputi:

a. nmel aksanakan pengenbangan dan pengelolaan sistem irigasi
tersier;
b. menj aga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan

pengenbangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang
menj adi tanggung j awabnya; dan

C. menberi kan persetujuan penbangunan, pemanfaatan, pengubahan
dan/atau permbongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada
jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.



Pasal 21

Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , dan/ at au peneri nt ah
kabupat en/ kota dapat saling bekerja sama dal am pengenbangan dan
pengel olaan jaringan irigasi priner dan sekunder atas dasar
kesepakat an sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Sebagi an wewenang penerintah dalam penyel enggaraan  urusan
peneri nt ahan bi dang pengenbangan dan pengel ol aan sistem irigasi
sebagai mana di maksud dal am Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dapat
di sel enggar akan ol eh peneri nt ah provi nsi , peneri nt ah
kabupat en/ kota, atau penerintah desa sesuai dengan peraturan
per undang- undangan.

Pasal 23

(1) Dalam hal penmerintah provinsi belum dapat nelaksanakan
sebagi an wewenangnya sebagai mana di mnaksud dalam Pasal 17
huruf b dan huruf c¢, penerintah provinsi dapat nenyerahkan
wewenang tersebut kepada Penerintah sesuai dengan peraturan
per undang- undangan.

(2) Wewenang yang dapat di serahkan sebagai nmana di naksud pada ayat
(1) hanya neliputi pel aksanaan penbangunan, peningkatan, atau
rehabilitasi sistemirigasi.

(3) Pel aksanaan penyerahan sebagi an wewenang sebagai nana di maksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari
penerintah provinsi kepada Penerintah yang disertai dengan
al asan yang mencakup ket i dakmanpuan tekni s dan/ at au
finansial .

(4) Penerintah nel akukan eval uasi atas usulan penyerahan
sebagai mana di maksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (4),
Penerintah dapat nenyatakan nenerinma, baik sebagian maupun
sel uruhnya usul an penyer ahan wewenang penerintah provinsi.

(6) Penerintah dan penerintah provinsi menbuat  kesepakat an
mengenai  penyerahan wewenang penerintah provinsi kepada
Perer i nt ah.

Pasal 24

(1) Dalam hal penerintah kabupaten/ kota bel um dapat nel aksanakan
sebagi an wewenangnya sebagai mana di mnaksud dalam Pasal 18
huruf b dan huruf ¢, penerintah kabupaten/kota dapat
menyer ahkan wewenang tersebut kepada penerintah provinsi.

(2) Wewenang yang dapat di serahkan sebagai mana di naksud pada ayat
(1) hanya neliputi pel aksanaan penbangunan, peningkatan, atau
rehabilitasi sistemirigasi.

(3) Pel aksanaan penyer ahan sebagi an wewenang sebagai mana di maksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari
peneri ntah kabupaten/kota kepada penerintah provinsi yang
di sertai dengan al asan yang nencakup Kketidakmanpuan teknis
dan/ atau finansi al .



(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

Penerintah provinsi nel akukan eval uasi atas usul an penyer ahan
sebagai mana di maksud pada ayat (3).

Ber dasar kan eval uasi sebagai mana di maksud pada ayat (4),
peneri ntah provinsi dapat nenyatakan nenerinma, bai k sebagi an
maupun seluruhnya, atau tidak nenerinma usulan penyerahan
wewenang penerintah kabupat en/ kot a.

Dal am hal penerintah provinsi nenerima usulan penyerahan
sebagai mana di maksud pada ayat (5), penerintah provinsi dan
penerintah  kabupaten/ kota mnenbuat kesepakatan nengena

penyer ahan sebagi an wewenang penerintah kabupat en/ kot a kepada
peneri ntah provinsi.

Dal am hal penerintah provinsi tidak nenerima usul an
penyer ahan sebagai mana di naksud pada ayat (5), penerintah
provi nsi meneruskan usulan penyerahan wewenang yang tidak
di teri manya kepada Peneri nt ah

Ber dasar kan usul an penyerahan wewenang sebagai mana di maksud
pada ayat (1), Peneri nt ah, penerintah provinsi, dan
penerintah  kabupaten/ kota mnenbuat kesepakatan nengena

penyer ahan wewenang peneri nt ah kabupat en/ kot a kepada
Perer i nt ah.

Pasal 25

Pel aksanaan sebagi an wewenang pengenbangan dan pengel ol aan si stem
irigasi oleh penerintah provinsi atau penerintah kabupaten/kota
sebagai mana di maksud dal am Pasal 17 dan Pasal 18 wajib dianbil
alih oleh penerintah di atasnya dal am hal :

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

penerintah provinsi atau penerintah kabupaten/kota tidak
nmel aksanakan sebagi an wewenang pengenbangan dan pengel ol aan
sistem irigasi sehingga dapat nenbahayakan kepentingan umum
dan/ at au

adanya sengketa antarprovinsi atau antarkabupat en/ kot a.

BAB V
PARTI SI PASI MASYARAKAT PETANI DALAM
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SI STEM | Rl GASI

Pasal 26

Parti si pasi masyar akat pet ani dal am pengenbangan dan
pengel ol aan sistem irigasi diwjudkan nulai dari pemkiran
awal , penganbi |l an keputusan, dan pel aksanaan kegi atan dal am
penbangunan, peni ngkat an, oper asi , penel i har aan, dan
rehabilitasi.

Parti si pasi masyarakat petani sebagai mana di naksud pada ayat
(1) dapat diwjudkan dalam bentuk sunbangan pem kiran,
gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

Parti si pasi masyarakat petani sebagai mana di naksud pada ayat
(1) dilakukan secara perseorangan atau nelalui perkunmpul an
pet ani penakai air.

Parti si pasi masyarakat petani sebagai mana di naksud pada ayat
(1) didasarkan atas kemauan dan kemanmpuan nasyarakat petani
serta semangat kem traan dan kenmandiri an.



(5) Partisipasi nasyarakat petani sebagai mana di maksud pada ayat
(1) dapat disalurkan nelalui perkunpulan petani permakai air
di wilayah kerjanya.

Pasal 27

Penerintah, penerintah provinsi, atau penerintah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya nendorong partisipasi nmasyarakat
pet ani dal am pengenbangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk
meni ngkatkan rasa nmemliki dan rasa tanggung jawab guna
keberl anjutan sistemirigasi.

BAB VI
PEMBERDAYAAN

Pasal 28

(1) Penerintah kabupaten/kota nel akukan penberdayaan perkunpul an
pet ani penakai air.

(2) Penerintah kabupaten/kota nenetapkan strategi dan program
penber dayaan perkunpulan petani penmakai air sebagai mana
di maksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan kabupaten/kota
dal am pengenbangan dan pengel ol aan sistemirigasi.

(3) Penerintah provinsi menberi kan bantuan teknis kepada
peneri ntah kabupaten/kota dalam penberdayaan dinas atau
I nst ansi terkait di bi dang irigasi dan penber dayaan

per kunmpul an petani penakai air, serta dal am pengenbangan dan
pengel ol aan sistem irigasi berdasarkan kebutuhan penerintah
kabupat en/ kot a.

(4) Penerintah nenberikan bantuan teknis kepada penerintah
kabupat en/ kota dal am nel aksanakan ketentuan sebagai mana
di maksud pada ayat (1).

(5) Penerintah nenberikan bantuan teknis kepada penerintah
provi nsi dal am nel aksanakan ketentuan sebagai mana di maksud
pada ayat (3).

(6) Penerintah, peneri nt ah pr ovi nsi , dan peneri nt ah
kabupat en/ kota dapat nenberi bantuan kepada perkunpul an
pet ani penakai air dal am nmel aksanakan penber dayaan.

(7) Ketentuan Ilebih lanjut nengenai penberdayaan kel enbagaan
pengel ol aan irigasi diatur dengan peraturan Menteri setelah
ber koodi nasi dengan Menteri Dalam Negeri dan nenteri yang
menbi dangi pertani an.

Pasal 29

Penerintah, penerintah provinsi, atau penerintah kabupaten/kota

sesuai dengan kewenangannya:

a. nmel akukan penyul uhan dan penyebarluasan teknol ogi bidang
irigasi hasil penelitian dan pengenbangan kepada nasyar akat
pet ani ;

b. mendor ong masyar akat petani untuk menerapkan teknol ogi tepat

guna yang sesuai dengan kebut uhan, sunber daya, dan kearifan
| okal ;



C. menfasilitasi dan neningkatkan pelaksanaan penelitian dan
pengenbangan teknol ogi di bidang irigasi; dan

d. menfasilitasi perlindungan hak penemu dan tenuan teknol ogi
dal am bi dang i rigasi sesuali dengan per at ur an
per undang- undangan.

BAB VI |
PENGELCOLAAN Al R | RI GASI

Bagi an Kesatu
Pengakuan atas Hak U ayat

Pasal 30

Penerintah, penerintah provinsi, atau penerintah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya dalam pengel ol aan sunber daya air
mengakui hak ul ayat nasyarakat hukum adat setenpat dan hak yang
serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sunber
air unt uk i rigasi sebat as kebut uhannya  sepanj ang tidak
bert ent angan dengan kepent i ngan nasi onal dan per at ur an
per undang- undangan.

Bagi an Kedua
Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 31

(1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk
i rigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.

(2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertani an
rakyat.

(3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan
pengusahaan di bi dang pertani an.

Pasal 32

(1) Pengenbang yang akan nel aksanakan pembangunan sistem irigasi
baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus
nengajukan permohonan izin prinsip alokasi air Kkepada
Menteri, guber nur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat nenyetujui atau
menol ak pernmohonan izin prinsip alokasi air sebagai mana
di mmksud pada ayat (1) kepada pengenbang berdasarkan hasil
pengkaj i an dengan nenperhati kan ketersediaan air, kebutuhan
air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan | ainnya.

(3) Dalam hal pernohonan izin prinsip alokasi air sebagai nana
di mmaksud pada ayat (1) di set uj ui, pengenbang dapat
nmel aksanakan penbangunan sistemirigasi baru atau peni ngkat an
sistemirigasi yang sudah ada.

(4) lzin prinsip alokasi air ditetapkan nenjadi hak guna air
untuk irigasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangan dengan nenperhatikan ketersedi aan
air, kebutuhan air irigasi, aspek |lingkungan, dan kepenti ngan



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

(1)
(2)

| ai nnya ber dasar kan per m nt aan:

a. per kunmpul an petani perakai air, untuk jaringan irigasi
yang telah selesai dibangun oleh penerintah atau ol eh
per kunmpul an petani penakai air; dan

b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk
jaringan irigasi yang telah sel esai di bangun.

Pasal 33

Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyar akat
petani nelalui perkunpulan petani penakai air dan bagi
pertani an rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang
sudah ada di perol eh tanpa izin.

Hak guna pakai air untuk irigasi sebagai mana di naksud pada
ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu
penganbi | an pada bangunan ut anma

Hak guna pakai air untuk irigasi sebagai nana di maksud pada
ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan dari Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
yang dil engkapi dengan rincian daftar petak priner, petak
sekunder, dan petak tersier yang nendapat kan air.

Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada
sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan
di beri kan kepada nasyar akat petani nel al ui perkunpul an pet an
penmakai air berdasarkan pernmohonan izin penakaian air untuk
irigasi.

Hak guna pakai air untuk irigasi sebagai mana di naksud pada
ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu
penganbi | an pada bangunan ut anma

Hak guna pakai air untuk irigasi sebagai mana di naksud pada
ayat (4) diberikan dalam bentuk keputusan dari Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
yang dil engkapi dengan rincian daftar petak priner, petak
sekunder, dan petak tersier yang nendapat kan air.

Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem
irigasi sesuai dengan |uas daerah irigasi yang di manfaatkan.
Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (linma)
tahun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya untuk nengkaji ulang kesesuaian antara
hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan
ket ersedi aan air pada sunbernya.

Hasi| eval uasi sebagai mana di maksud pada ayat (8) digunakan
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagai dasar untuk
mel anj ut kan, nenyesuai kan, atau nencabut hak guna pakai air
untuk irigasi.

Pasal 34

Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan
sosial, atau perseorangan di beri kan berdasarkan i zin.

Hak guna usaha air untuk irigasi sebagai mana di naksud pada
ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan oleh Menteri,
gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
dal am pengel ol aan sunber daya air berdasarkan pernohonan izin



pengusahaan air untuk irigasi.

(3) Persetujuan atas pernohonan sebagai nana di maksud pada ayat
(2) diberikan secara selektif dengan tetap nengutanmakan
penggunaan air untuk penenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
dan irigasi pertanian rakyat.

(4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagai mana di naksud pada
ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu
penganbi | an pada bangunan ut anma

(5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagai mana di naksud pada
ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling
| ama 10 (sepul uh) tahun dan dapat di per panj ang.

(6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (linmm)
tahun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya untuk nengkaji ulang kesesuaian antara
hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan
ket ersedi aan air pada sunbernya.

(7) Hasil evaluasi sebagai mana di maksud pada ayat (6) digunakan
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagai dasar untuk
mel anj ut kan, nenyesuai kan, atau nencabut hak guna usaha air
untuk irigasi

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut nengenai tata cara penberian izin untuk
menperol eh hak guna air wuntuk irigasi diatur dengan peraturan
Menteri .

Bagi an Ketiga
Penyedi aan Air |rigasi

Pasal 36

(1) Penyedi aan air i rigasi di t uj ukan unt uk mendukung
produktivitas lahan dalam rangka neningkatkan produks
pertani an yang nmaksi nal .

(2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagai nana
di maksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu
unt uk penenuhan kebut uhan | ai nnya.

(3) Penyediaan air irigasi sebagaimana di naksud pada ayat (1)
di rencanakan berdasarkan pada prakiraan ketersedi aan air pada
sunber nya dan di gunakan sebagali dasar penyusunan rencana tata

t anam
(4) Dalam penyediaan air irigasi sebagai nana di naksud pada ayat
(1), Peneri nt ah, penerintah provinsi, atau penerintah
kabupat en/ kot a sesuai dengan kewenangannya mengupayakan
a. opti mal i sasi pemanfaatan air irigasi pada daerah
irigasi atau antardaerah irigasi.
b. keandal an ketersediaan air irigasi serta pengendalian

dan perbai kan mutu air irigasi dalam rangka penyedi aan
air irigasi.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Pasal 37

Penyusunan rencana tata tanam sebagai nana dinmaksud dalam
Pasal 36 ayat (3) dilaksanakan ol eh dinas kabupaten/kota atau
di nas provinsi sesuai dengan kewenangannya ber dasar kan usul an
per kunmpul an petani penakai air.

Penyusunan rencana tata tanam pada daerah irigasi yang

menj adi kewenangan Penerintah, kecuali daerah irigasi lintas
provinsi, dilinmpahkan kepada gubernur.
Penyusunan rencana tata tanam daerah irigasi lintas provins

di | akukan bersama oleh dinas provinsi yang terkait dan
di bahas nel al ui kom si irigasi antarprovinsi.

Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang terletak
dal am suatu kabupaten/kota, baik yang disusun oleh dinas
kabupat en/ kota maupun yang disusun oleh dinas provinsi
di bahas dan disepakati dalam kom si irigasi kabupaten/kota
serta ditetapkan ol eh bupati/wali kot a.

Ketentuan | ebih | anjut nengenai penyediaan air irigasi untuk
penyusunan rencana tata tanam di atur dengan peraturan Menteri
setel ah  berkoor di nasi dengan nenteri yang menbi dangi
pertani an.

Pasal 38

Penyediaan air irigasi sebagai mana di maksud dal am Pasal 36
di susun dal am rencana tahunan penyediaan air irigasi pada
setiap daerah irigasi.

Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagai mana
di maksud pada ayat (1) disusun ol eh dinas kabupaten/kota atau
di nas provinsi sesuai dengan kewenangannya ber dasar kan usul an
per kunmpul an petani pemakai air yang di dasarkan pada rancangan
rencana tata tanam

Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagai mana
di meksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam kom si
irigasi kabupaten/kota atau komi si irigasi provinsi sesuai
dengan daerah irigasinya.

Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagai mana
di mmksud pada ayat (3) disanpaikan oleh Kkomsi irigasi
kabupat en/ kota atau komi si irigasi provinsi dalamrapat dewan
sunber daya air yang bersangkutan guna nendapat kan al okasi
air untuk irigasi.

Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagai mana
di maksud pada ayat (4) ditetapkan ol eh bupati/walikota atau
guber nur sesuai dengan kewenangannya.

Dal am hal ketersediaan air dari sunber air tidak nmencukupi
sehi ngga nenyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang
mengaki bat kan per ubahan al okasi air unt uk i rigasi,
per kunmpul an petani perakai air nenyesuai kan kenbal i rancangan
rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkut an.

Pasal 39

Penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang
men| adi kewenangan Penerintah yang dilinpahkan kepada



guber nur berdasarkan asas dekonsentrasi, berlaku ketentuan
sebagai mana di naksud dal am Pasal 38 ayat (2) sanpai dengan
ayat (6).

(2) Rancangan rencana tahunan penyedi aan air irigasi yang nenjadi
kewenangan Penerintah yang bel um dili npahkan kepada guber nur
berdasar kan asas dekonsentrasi disusun ol eh instansi pusat
yang nenbidangi irigasi dan disepakati bersama dal am kom si
irigasi antarprovinsi.

(3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang telah
di sepakati sebagai mana di naksud pada ayat (2) disanpaikan
oleh kom si irigasi antarprovinsi dalam rapat dewan sunber
daya air guna nendapat kan al okasi air untuk irigasi.

(4) Dalam hal komsi irigasi antarprovinsi belum terbentuk,
rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagai mana
di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun oleh instans
pusat yang nenbidangi irigasi dan disepakati bersana dal am
kom si irigasi provinsi serta disanpai kan ol eh kom si irigasi
provi nsi dal am rapat dewan sunber daya air guna nendapat kan
al okasi air untuk irigasi.

(5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagai mana
di maksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri
sebagai rencana tahunan penyedi aan air irigasi.

Pasal 40

Dal am hal terjadi kekeringan pada sunber air yang nengaki bat kan
terjadi nya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitus
air irigasi, Penerintah, penerintah provinsi, atau penerintah
kabupat en/ kota sesuai dengan kewenangannya dapat nengupayakan
t anbahan pasokan air irigasi dari sunmber air lainnya atau
nmel akukan penyesuai an penyediaan dan pengaturan air irigas
set el ah nenperhati kan nmasukan dari komi si irigasi sesuai dengan
per at uran per undang- undangan.

Bagi an Keenpat
Pengaturan Air |rigasi

Pasal 41

(1) Pel aksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana
tahunan pengaturan air irigasi yang nenuat rencana tahunan
penbagi an dan penberian air irigasi.

(2) Rancangan rencana tahunan penbagi an dan penberian air irigasi
di susun ol eh di nas kabupaten/kota atau dinas provinsi sesua
dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyedi aan
air irigasi dan usulan perkunmpulan petani penakai air
mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam

(3) Rancangan rencana tahunan penbagi an dan penberian air irigasi
sebagai mana di mneksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati
olen komsi irigasi kabupaten/kota atau komsi irigasi
provi nsi sesuai dengan daerah irigasinya dengan nenper hati kan
kebutuhan air wuntuk irigasi yang disepakati perkunpul an
pet ani penakai air di setiap daerah irigasi.



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1)

Rancangan rencana tahunan penbagi an dan penberian air irigasi
sebagai mana di maksud pada ayat (3) yang tel ah di sepakati ol eh
kom si irigasi ditetapkan ol eh bupati/walikota atau gubernur
sesuai dengan kewenangan dan/atau wewenang yang ditugaskan
kepada peneri ntah daerah

Penbagi an dan penberian air irigasi berdasarkan rencana
tahunan penbagian dan penberian air irigasi sebagai nana
di maksud pada ayat (4) dimulai dari petak priner, sekunder
sanpai dengan tersier dilakukan ol eh pel aksana pengel ol aan
i rigasi sesuai dengan kebutuhan masi ng- masi ng.

Pasal 42
Rancangan rencana tahunan penbagi an dan penberian air irigasi
pada daerah irigasi lintas provinsi dan strategis nasional
yang bel um ditugaskan kepada penerintah kabupaten/kota atau
penerintah provinsi di susun oleh instansi pusat yang
menbi dangi irigasi berdasarkan wusulan perkunpulan petani

penmakai air nengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam
serta usul an penakai air [ ainnya.

Rancangan rencana tahunan penbagi an dan penberian air irigasi
sebagai mana di mnaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati
ol en kom si irigasi antarprovinsi.

Dalam hal komsi irigasi antarprovinsi belum terbentuk,
rancangan rencana tahunan penbagi an dan penberian air irigasi
sebagai mana di mneksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati
ol eh kom si irigasi provinsi.

Rancangan rencana tahunan penbagi an dan penberian air irigasi
yang tel ah di sepakati sebagai mana di naksud pada ayat (2) dan
ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Rencana tahunan penbagian dan penberian air irigasi yang
telah ditetapkan sebagai mana dinmaksud pada ayat (3),
di | aksanakan oleh instansi pusat yang nenbidangi irigasi,
dinas provinsi, atau dinas kabupaten/kota dalam rangka
pel aksanaan tugas penbant uan.

Penbagi an dan penberian air irigasi berdasarkan rencana
tahunan penbagian dan penberian air irigasi sebagai nana
di maksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder
sanpai dengan tersier dilakukan secara terukur ol eh pel aksana
pengel ol aan irigasi sesuai dengan kebutuhan masi ng- masi ng.

Pasal 43

Penbagi an air irigasi dalamjaringan priner dan/atau jaringan
sekunder dil akukan nelalui bangunan bagi atau bangunan
bagi - sadap yang tel ah ditentukan.

Penberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan
nmel al ui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang tel ah
di t ent ukan.

Pasal 44

Penggunaan air irigasi di tingkat tersier nenjadi hak dan
t anggung j awab per kunmpul an petani perakai air.



(2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau
sal uran kuarter pada tenpat penganbilan yang tel ah ditetapkan
ol eh perkunpul an petani penakai air.

(3) Penggunaan air di luar ketentuan ayat (2), dilakukan dengan
izin dari Penerintah, penerintah provinsi, atau penerintah
kabupat en/ kot a sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

Dal am hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air
i rigasi di | akukan secara bergilir yang di t et apkan ol eh
bupati/wal i kota atau gubernur sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagi an Kel i ma
Dr ai nase

Pasal 46

(1) Setiap penbangunan jaringan irigasi di | engkapi dengan
penbangunan jaringan drainase yang nerupakan satu kesatuan
dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

(2) Jaringan drainase sebagaimana dinaksud pada ayat (1)

ber f ungsi untuk rmnengalirkan kelebihan air agar tidak
mengganggu produktivitas | ahan.

(3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan nelalui jaringan
drainase harus dijaga nutunya dengan upaya pencegahan
pencemaran agar  nenenuhi persyaratan nmutu berdasarkan
per at uran per undang- undangan.

(4) Penerintah, penerintah provinsi, penerintah kabupaten/kota,

per kunmpul an petani penakai air, dan nasyarakat berkewaji ban
menj aga kel angsungan fungsi drai nase.

(5) Setiap orang dilarang nelakukan tindakan yang dapat
mengganggu fungsi drai nase.

Bagi an Keenam
Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung
dari Sunber Air

Pasal 47
(1) Penggunaan air untuk irigasi yang dianbil |angsung dari
sunber air pernukaan harus nendapat izin dari Penerintah,
penerintah provinsi, atau penerintah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya dal am pengel ol aan sunber daya air.
(2) Penggunaan air untuk irigasi yang dianbil |angsung dari

cekungan air tanah harus nmendapat izin dari penerintah
kabupat en/ kot a sesuai dengan peraturan perundang-undangan



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

BAB VI 1| |
PENGEMBANGAN JARI NGAN | RI GAS

Bagi an Kesatu
Penbangunan Jari ngan |ri gasi

Pasal 48

Penbangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana
i nduk pengel ol aan sunber daya air di wlayah sungai dengan
menper hati kan rencana penbangunan pertanian, dan sesua

dengan norma, standar, pedonman, dan manual yang ditetapkan
ol eh Menteri.

Penbangunan jaringan irigasi sebagai mana di naksud pada ayat
(1) harus nendapat izin dan persetujuan desain dari
Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , at au peneri ntah
kabupat en/ kot a sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan penbangunan jaringan irigasi dilaksanakan ol eh
Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , at au peneri nt ah
kabupat en/ kot a sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

Peneri nt ah, penerintah provi nsi , at au peneri nt ah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab
dal am penbangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
Penbangunan jaringan irigasi priner dan sekunder dapat
di | akukan ol eh perkunpul an petani pemakai air sesuai dengan
kebut uhan dan kemanmpuannya berdasarkan izin dari Penerintabh,
penerintah provinsi, atau penerintah kabupaten/kota sesuai
dengan kemenangannya dal am pengel ol aan sunber daya air.
Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung
jawab per kunpul an petani penekai air.

Dal am hal  perkunpulan petani pemakai air tidak manmpu
nmel aksanakan penbangunan jaringan irigasi tersier yang
menj adi  hak dan tanggung jawabnya, Pererintah, penerintah
provinsi, atau penerintah kabupaten/kota dapat nenbantu
penbangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan perm ntaan
dari perkunpul an petani penakai air dengan nenperhatikan
prinsip kemandiri an.

Badan usaha, badan sosi al , at au per seorangan  yang
memanfaatkan air dari sunber air nelalui jaringan irigasi
yang di bangun penerintah dapat nmenbangun jaringannya sendiri
setel ah nenperol eh izin dan persetujuan desain dari Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50

Pedoman nengenai tata cara penberian izin penbangunan jaringan
irigasi ditetapkan dengan peraturan Menteri.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Bagi an Kedua
Peni ngkat an Jaringan |ri gasi

Pasal 51

Peni ngkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana
i nduk pengel ol aan sunber daya air di wlayah sungai dengan
menper hati kan rencana penbangunan pertani an dan sesuai dengan
norma, standar, pedoman, dan nmanual yang ditetapkan ol eh
Menteri .

Peni ngkatan jaringan irigasi sebagai mana di naksud pada ayat
(1) harus nendapat izin dan persetujuan desain dari
Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , at au peneri nt ah
kabupat en/ kot a sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan peni ngkatan jaringan irigasi dilaksanakan ol eh
Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , at au peneri nt ah
kabupat en/ kot a sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 52

Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , at au penerint ah
kabupat en/ kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab
dal am peni ngkatan jaringan irigasi prinmer dan sekunder.

Peni ngkatan jaringan irigasi priner dan sekunder dapat
di | akukan ol eh perkunpul an petani pemakai air sesuai dengan
kebut uhan dan kemanmpuannya berdasarkan izin dari Penerintabh,
penerintah provinsi, atau penerintah kabupaten/kota sesuai
dengan kemenangannya dal am pengel ol aan sunber daya air.

Peni ngkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung
jawab per kunpul an petani penekai air.

Dal am hal  perkunpulan petani pemakai air tidak manmpu
nmel aksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang
menj adi hak dan tanggung jawabnya, Penerintah, penerintah
provinsi, atau penerintah kabupaten/kota dapat nenbantu
peni ngkatan jaringan irigasi berdasarkan perm ntaan dari
per kunpul an petani penmakai air dengan nenperhatikan prinsip
kemandi ri an.

Badan usaha, badan sosi al , at au per seorangan  yang
memanfaatkan air dari sunber air nelalui jaringan irigasi
yang di bangun penerintah dapat neningkatkan |aringannya
sendiri setelah nenperoleh izin dan persetujuan desain dari
Menteri, guber nur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 53

Pengubahan dan/at au penbongkaran jaringan irigasi priner dan
sekunder yang nengaki batkan perubahan bentuk dan fungs

jaringan irigasi prinmer dan sekunder harus nendapat izin dari
Menteri, guber nur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kemenangannya

Pengubahan dan/atau penbongkaran jaringan irigasi tersier
harus nendapat persetujuan dari perkunpul an petani penakai
air.



Pasal 54

(1) Penbangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan
bersamaan dengan kegiatan pengenbangan |ahan pertanian
beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengenbangan
pertani an dengan nenperti nbangkan kesi apan petani setenpat.

(2) Ketentuan Ilebih lanjut nengenai pelaksanaan pengenbangan
| ahan pertanian beririgasi diatur dengan peraturan nenteri
yang nenbi dangi pertanian setelah berkoordi nasi dengan
Menteri .

BAB | X
PENGELOLAAN JARI NGAN | Rl GAS

Bagi an Kesatu
Qperasi dan Penel i haraan Jaringan |rigasi

Pasal 55

Qperasi  dan peneliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai
dengan norma, standar, pedonman, dan nmanual yang ditetapkan ol eh
Menteri .

Pasal 56

(1) Operasi dan peneliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder
menj adi wewenang dan tanggung jawab Penerintah, penerintah
provinsi, atau penerintah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Perkunpul an petani permakai air dapat berperan serta dalam
operasi dan peneliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder
sesuai dengan kebutuhan dan kemanpuannya.

(3) Perkunpulan petani pemakai air dapat nelakukan pengawasan
atas pel aksanaan operasi dan peneliharaan jaringan irigasi
primer dan sekunder.

(4) Operasi dan peneliharaan jaringan irigasi priner dan sekunder
di | aksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan
penel i haraan yang di sepakati bersama secara tertulis antara
Pererintah, perkunpulan petani penekai air, dan pengguna
jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.

(5) Operasi dan peneliharaan jaringan irigasi tersier nmenjadi hak
dan tanggung jawab perkunpul an petani pemakai air.

(6) Operasi dan peneliharaan jaringan irigasi mlik badan usaha,
badan sosial, atau perseorangan nenjadi tanggung jawab pi hak
yang bersangkutan.

Pasal 57

Dal am hal perkunpul an petani penakai air tidak nmanpu nel aksanakan
operasi dan peneliharaan jaringan irigasi yang nenjadi hak dan
tanggung | awabnya, Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , at au
peneri ntah kabupaten/kota dapat nenberikan bantuan dan/atau
dukungan fasilitas berdasarkan perm ntaan dari perkunpul an petan



penakai air dengan nenperhati kan prinsip kemandiri an.

Pasal 58
(1) Penerintah, peneri nt ah provi nsi , at au peneri nt ah
kabupat en/ kota sesuai dengan kewenangannya nenet apkan waktu
pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus

di keri ngkan setel ah berkonsul tasi dengan perkunpul an pet ani
penakai air.

(2) Pengeringan sebagai mana di naksud pada ayat (1) dil aksanakan
untuk keperluan peneriksaan atau peneliharaan jaringan
irigasi.

Pasal 59

(1) Dalam rangka operasi dan peneliharaan jaringan irigasi
di | akukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk
mencegah kerusakan jaringan irigasi.

(2) Penganmanan jaringan irigasi sebagainmana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan ol eh instansi penerintah, perkunpulan petani
penmakai air, dan pihak lain sesuai dengan tanggung |awab
masi ng- masi ng.

Pasal 60

(1) Dal amrangka penganmanan jaringan irigasi diperlukan penetapan
gari s senpadan pada jaringan irigasi.

(2) Penerintah, peneri nt ah pr ovi nsi , dan penerintah
kabupat en/ kota nenetapkan garis senpadan pada jaringan
irigasi yang nenjadi kewenangannya.

(3) Untuk nmencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan

irigasi, Penerintah, penerintah provinsi, dan penerintah
kabupat en/ kota  sesuai dengan kewenangannya  nenet apkan
| arangan nenbuat galian pada jarak tertentu di luar garis
senpadan.

(4) Untuk Kkeperluan pengananan jaringan irigasi, di | ar ang

mengubah dan/ atau nmenbongkar bangunan irigasi serta bangunan
| ain yang ada, nendirikan bangunan lain di dalam di atas,
atau yang nelintasi saluran irigasi, kecuali atas izin
Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , at au peneri nt ah
kabupat en/ kot a sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 61
Pedoman nengenai operasi dan peneliharaan jaringan irigasi,
penet apan garis senpadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan
irigasi diatur dengan peraturan Menteri.

Bagi an Kedua
Rehabi l i tasi Jaringan Irigasi

Pasal 62

(1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasar kan urutan



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan
Peneri nt ah, peneri ntah provi nsi , dan peneri nt ah
kabupat en/ kot a sesuali dengan kewenangannya set el ah
menper hati kan perti nbangan kom si irigasi, dan sesuai dengan
norma, standar, pedoman, dan nmanual yang ditetapkan ol eh
Menteri .

Rehabi litasi jaringan irigasi sebagai mana di maksud pada ayat
(1) harus nendapat izin dan persetujuan desain dari
Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , at au peneri nt ah
kabupat en/ kot a sesuai dengan kewenangannya.

Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan ol eh
Peneri nt ah, peneri nt ah pr ovi nsi , at au peneri nt ah
kabupat en/ kot a sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 63

Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , at au peneri nt ah
kabupat en/ kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab
dal amrehabilitasi jaringan irigasi prinmer dan sekunder

Per kunpul an petani permakai air dapat berperan serta dalam
rehabilitasi jaringan irigasi priner dan sekunder sesua

dengan kebutuhan dan kemanpuannya berdasarkan persetujuan
dari Peneri nt ah, penerintah provinsi, atau penerintah
kabupat en/ kota sesuai dengan kewenangannya dal am pengel ol aan
sunber daya air.

Rehabilitasi jaringan irigasi tersier nmenjadi hak dan
t anggung j awab per kunmpul an petani perakai air.

Dal am hal perkunpulan petani penakai air tidak nanpu
nel aksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang
menj adi hak dan tanggung jawabnya, Penerintah, penerintah
provinsi, atau penerintah kabupaten/kota dapat nenbantu
rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan perni ntaan
dari perkunpul an petani penakai air dengan nenperhatikan
prinsip kemandiri an.

Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkunmpul an
petani permakai air bertanggung jawab dalam rehabilitasi

jaringan irigasi yang di bangunnya.

Pasal 64

Rehabi litasi jaringan irigasi yang nengaki batkan pengubahan
dan/ atau penbongkaran jaringan irigasi priner dan sekunder

harus nendapatkan izin dari Menteri, guber nur, at au
bupati/wal i kota sesuai dengan kewenangannya.

Pengubahan dan/atau penbongkaran jaringan irigasi tersier
harus nendapat persetujuan dari perkunpul an petani penakai

air.

Wakt u pengeri ngan yang di perl ukan untuk kegi atan rehabilitasi

dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwal kan dalam
rencana tata tanam

Wakt u pengeri ngan yang di perl ukan untuk kegi atan rehabilitasi

yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau
peni ngkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6
(enan) bul an.



(5) Pengeringan yang nenerlukan waktu lebih |ama dari ketentuan
sebagai mana di meaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
PENGELOLAAN ASET | Rl GASI

Bagi an Kesatu

Umum
Pasal 65
Pengel ol aan aset irigasi nmencakup inventarisasi, perencanaan
pengel ol aan, pel aksanaan pengel ol aan, dan eval uasi pel aksanaan
pengel ol aan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi

aset irigasi.

Bagi an Kedua
I nvent ari sasi Aset Irigasi

Pasal 66

(1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung
pengel ol aan irigasi.

(2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mnendapatkan
data jum ah, dinensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset
irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan area
pel ayanan pada setiap daerah i rigasi dal am rangka
keberl anjutan sistemirigasi.

(3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk

mendapat kan data jun ah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi
pendukung pengel ol aan irigasi.
(4) Penerintah, penerintah provinsi, penerintah kabupaten/kota,

atau penerintah desa nel aksanakan inventarisasi aset irigasi
sesuai dengan kewenangannya dal am pengel ol aan sistemiri gasi.

(5) Penerintah kabupaten/kota nelakukan konpilasi atas hasi
inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh penerintah
desa dan yang dil akukan ol eh peneri ntah kabupaten/ kot a.

(6) Penerintah pr ovi nsi mel akukan konpi | asi at as hasi
inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh penerintah
kabupat en/ kot a dan yang di | akukan ol eh penerintah provinsi.

(7) Penerintah nel akukan konpilasi atas hasil inventarisasi aset
irigasi sebagai mana dimaksud pada ayat (6) dan hasil
i nventarisasi aset irigasi yang dil akukan ol eh Peneri ntah.

(8) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkunpulan petani
pemakai air, dan penerintah desa nel akukan i nventarisasi aset
irigasi yang nmenjadi tanggung jawabnya secara berkel anj utan
untuk menbantu  Peneri nt ah, penerintah  provinsi, at au
peneri ntah kabupaten/ kota nelakukan konpilasi atas hasi
I nvent ari sasi .

(9) Penerintah nelakukan konpilasi atas hasil inventarisasi
sebagai mana di maksud pada ayat (7) dan ayat (8) sebagai
dokunmen inventarisasi aset irigasi nasional.
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Pasal 67

I nventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dal am
Pasal 66 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap
daerah irigasi.

| nvent ar i sasi pendukung pengel ol aan iri gasi sebagai mana
di maksud dal am Pasal 66 ayat (3) dilaksanakan 5 (linma) tahun
sekal i pada setiap daerah irigasi.

Penerintah nengenbangkan sistem i nfornmasi irigasi yang
di dasar kan at as dokunen i nvent ari sasi aset i rigasi
sebagai mana di maksud dal am Pasal 66 ayat (1).

Sistem informasi irigasi sebagai nana di naksud pada ayat (3)
mer upakan subsi stem i nformasi sunber daya air.

Bagi an Keti ga
Per encanaan Pengel ol aan Aset Iri gasi

Pasal 68
Per encanaan pengel ol aan aset irigasi mel i puti kegi at an
analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perunusan

rencana tindak |anjut untuk nengoptiml kan penanfaatan aset
irigasi dalam setiap daerah irigasi

Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , at au peneri nt ah
kabupat en/ kota sesuai dengan kewenangannya nenyusun dan
nmenet apkan rencana pengel olaan aset irigasi 5 (lima) tahun
sekal i .

Penyusunan rencana pengel ol aan aset irigasi dilakukan secara
terpadu, transparan, dan akuntabel dengan nelibatkan senua
penmakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.

Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkunmpul an
pet ani penakai air menyusun rencana pengel ol aan aset iri gasi
yang nenj adi tanggung j awabnya secara ber kel anj ut an.

Bagi an Keenpat
Pel aksanaan Pengel ol aan Aset |ri gasi

Pasal 69

| nst ansi pusat yang nenbi dangi irigasi, dinas provinsi, atau
dinas kabupaten/ kota sesuai dengan tanggung | awabnya
nmel aksanakan pengel ol aan aset irigasi secara berkel anjutan
berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah
di t et apkan.

Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkunmpul an
pet ani penakai air nel aksanakan pengel ol aan aset irigasi yang
menj adi tanggung j awabnya secara ber kel anj ut an.

Pasal 70

Jaringan irigasi yang telah diserahkan senentara aset dan/atau
pengel ol aannya kepada perkunpul an petani penakai air diatur |ebih
| anj ut dengan peraturan Menteri.



Bagi an Kel i ma
Eval uasi Pel aksanaan Pengel ol aan Aset Irigasi

Pasal 71
(1) Menteri, guber nur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya nel akukan eval uasi pel aksanaan pengel ol aan aset
irigasi setiap tahun.

(2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkunpulan
pet ani penmakai air menbantu Menteri, guber nur, at au
bupati/wal i kot a dal am  nel akukan eval uasi pel aksanaan

pengel ol aan aset irigasi yang nenjadi tanggung |jawabnya
secar a ber kel anj ut an.

(3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagai mana
di mmksud pada ayat (1) dilakukan untuk nengkaji ulang
kesesuai an antara rencana dan pel aksanaan pengel ol aan aset

irigasi.
Bagi an Keenam
Penmut akhi ran Hasil Inventarisasi Aset I|rigasi
Pasal 72
Penmut akhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan ol eh
Penerintah, penmerintah provinsi, atau penerintah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 73
Pedoman nengenai pengelolaan aset irigasi ditetapkan dengan
peraturan Menteri.
BAB Xl
PEMBI AYAAN

Bagi an Kesatu
Penbi ayaan Pengenbangan Jaringan |ri gasi

Pasal 74

(1) Penbiayaan pengenbangan jaringan irigasi prinmer dan sekunder
menj adi tanggung jawab Penerintah, penerintah provinsi, atau
peneri nt ah kabupat en/ kota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penbiayaan pengenbangan jaringan irigasi tersier nenjadi
t anggung j awab per kunpul an petani perakai air.

(3) Penbi ayaan pengenbangan bangunan-sadap, sal uran sepanjang 50
nmeter dari  bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan
pel engkap tersier |ainnya nenjadi tanggung jawab Penerintah
penerintah provinsi, atau penerintah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya.

(4) Dalam hal perkunpulan petani penakai air tidak nanpu
menbi ayai pengenbangan jaringan irigasi tersier yang nenjadi
tanggung jawabnya, Penerintah, penerintah provinsi, atau
peneri nt ah kabupat en/ kota sesuai dengan kewenangannya dapat
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menbantu penbi ayaan pengenbangan jaringan irigasi tersier,

berdasarkan perm ntaan dari perkunpul an petani penekai air

dengan nenper hati kan prinsip kemandiri an

Penbi ayaan pengenbangan jaringan irigasi yang di sel enggarakan
ol en badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung
ol eh masi ng- masi ng.

Dal am hal terdapat kepentingan nendesak ol eh daerah untuk
pengenbangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas
provinsi atau strategis nasional, tetapi belum nenjadi

prioritas nasional, Penerintah, pemerintah provinsi, dan/atau
peneri ntah kabupaten/kota dapat saling bekerja sama dal am
penbi ayaan.

Dal am hal terdapat kepentingan nendesak oleh penerintah
kabupat en/ kota untuk pengenbangan jaringan irigasi pada
daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum nenjadi

prioritas provinsi, penerintah kabupaten/kota dan penerintah
provi nsi dapat saling bekerja sama dal am penbi ayaan.

Bagi an Kedua
Penbi ayaan Pengel ol aan Jari ngan |ri gasi

Pasal 75

Penbi ayaan pengel ol aan jaringan irigasi prinmer dan sekunder
menj adi tanggung jawab Penerintah, penerintah provinsi, atau
peneri nt ah kabupat en/ kota sesuai dengan kewenangannya.

Penbi ayaan pengel ol aan jaringan irigasi prinmer dan sekunder
di dasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi
pada setiap daerah irigasi.

Per hi t ungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada
setiap daerah irigasi di | akukan Penerintah, penerintah
provinsi, atau penerintah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya bersanma dengan perkunpul an petani penakai air
ber dasar kan penel usuran jaringan dengan menper hat i kan
kontri busi perkunpul an petani penekai air.

Prioritas penggunaan biaya pengel ol aan jaringan irigasi pada
setiap daerah irigasi disepakati Penerintah, penerintah
provinsi, atau penerintah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya ber sama dengan per kunpul an petani penekai air.

Pasal 76

Penbi ayaan pengel ol aan jaringan irigasi prinmer dan sekunder
sebagai mana  di maksud dal am Pasal 75 merupakan dana
pengel ol aan irigasi yang pengelolaannya nenjadi tanggung
jawab Penerintah, penerintah provinsi, atau penerintah
kabupat en/ kot a sesuai dengan kewenangannya.

Penggunaan dana pengel ol aan irigasi sebagai nana di naksud pada
ayat (1) di I akukan sesuai dengan per at ur an
per undang- undangan.

Ket entuan | ebi h | anjut nmengenai dana pengel ol aan irigasi yang
pengel ol aannya nenj adi tanggung j awab penerintah provinsi dan
peneri nt ah kabupaten/ kota diatur dengan peraturan daerah.
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Pasal 77

Dal am hal terdapat kepentingan nendesak ol eh daerah untuk
rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas
provinsi atau daerah irigasi strategis nasional tetapi belum
menj adi prioritas nasional, Penerintah, penerintah provinsi,
dan/ at au penerintah kabupaten/ kota dapat saling bekerja sana
dal am penbi ayaan.

Dal am hal terdapat kepentingan nendesak oleh penerintah
kabupaten/ kota untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada
daerah irigasi lintas kabupaten/kota, tetapi belum nenjadi
prioritas provinsi, penerintah kabupaten/kota dan penerintah
provi nsi dapat saling bekerja sama dal am penbi ayaan.

Pasal 78

Penbi ayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier nenjad
tanggung jawab perkunpulan petani penakai air di wlayah
kerj anya.

Dal am hal perkunpulan petani penakai air tidak manpu
menbi ayai pengel olaan jaringan irigasi tersier yang nenjadi
tanggung jawabnya, Penerintah, penerintah provinsi, atau
peneri ntah kabupat en/ kota sesuai dengan kewenangannya dapat
menbant u penbi ayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut,
berdasarkan perm ntaan dari perkunmpul an petani penakai air
dengan nenper hati kan prinsip kemandirian

Penbi ayaan pengel ol aan jaringan irigasi yang dibangun ol eh
badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung ol eh
masi ng- masi ng.

Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam penbi ayaan
pengel ol aan jaringan irigasi yang di bangun ol eh Penerintah,
penerintah provinsi, atau penerintah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannya.

Pasal 79

Penbi ayaan operasional komisi irigasi kabupaten/kota dan
forum koordinasi daerah irigasi nenjadi tanggung |awab
kabupat en/ kot a sesuai dengan kewenangannya.

Penbi ayaan operasional kom si irigasi provinsi dan kom si
irigasi antarprovinsi nmenjadi tanggung jawab penerintah
provi nsi masi ng- masi ng.

Bagi an Keti ga
Ket er paduan Penbi ayaan
Pengel ol aan Jaringan |ri gasi

Pasal 80

Kom si i rigasi pr ovi nsi mengoor di nasi kan dan nmenmadukan
perencanaan penbi ayaan pengelolaan jaringan irigasi yang
menj adi tanggung jawab Penerintah, penerintah provinsi, atau
peneri nt ah kabupat en/ kot a sebagai mana di naksud dal am Pasal 75
ayat (1) yang berada dal am satu provinsi.



(2) Komsi irigasi antarprovinsi nengoordinasi kan dan nenmadukan
per encanaan penbi ayaan pengelolaan jaringan irigasi lintas
provi nsi .

(3) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan penbi ayaan sebagai nana
di maksud pada ayat (1) nengacu pada usul an prioritas al okasi
penbi ayaan pengel ol aan jaringan irigasi yang di sanpai kan ol eh
kom si irigasi kabupaten/kota.

(4) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan penbi ayaan sebagai mana
di maksud pada ayat (2) nengacu pada usul an prioritas al okasi
penbi ayaan pengel ol aan jaringan irigasi yang di sanpai kan ol eh
kom si irigasi provinsi.

Bagi an Keenpat
Mekani sne Penbi ayaan Pengenbangan dan
Pengel ol aan Jaringan |ri gasi

Pasal 81

Ket ent uan nmengenai mekani sme penbi ayaan pengenbangan dan
pengel ol aan jaringan irigasi ditetapkan dengan peraturan nenteri
yang bertanggung jawab di bi dang keuangan berdasarkan usul an dari
Menteri .

BAB XI |
ALI H FUNGSI LAHAN BERI RI GASI
Pasal 82
(1) Untuk nenjamn kelestarian fungsi dan manfaat jaringan
irigasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesua
dengan kewenangannya nmengupayakan ket er sedi aan | ahan
beriri gasi dan/ at au nmengendal i kan alih fungsi | ahan

beririgasi di daerahnya.

(2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang
irigasi berperan nengendalikan terjadinya alih fungsi |ahan
beririgasi untuk keperluan nonpertani an.

(3) Penerintah, peneri nt ah provi nsi , at au penerint ah
kabupat en/ kota sesuai dengan kewenangannya secara terpadu
nmenet apkan w | ayah potensial irigasi dalamrencana tata ruang
wi | ayah unt uk nendukung ket ahanan pangan nasi onal .

Pasal 83

(1) Aih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali

t er dapat :

a. perubahan rencana tata ruang w | ayah; atau

b. bencana al am yang nengaki bat kan hil angnya fungsi | ahan
dan jaringan irigasi.

(2) Penerintah, peneri nt ah provi nsi , dan/ at au peneri nt ah
kabupat en/ kota sesuali dengan kewenangannya nengupayakan
penggantian | ahan beririgasi beserta jaringannya yang
di aki bat kan ol eh perubahan rencana tata ruang w | ayah.

(3) Penerintah, peneri nt ah provi nsi , at au penerint ah

kabupat en/ kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab
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mel akukan penataan ul ang sistemirigasi dalam hal:

a. sebagi an jaringan irigasi beralih fungsi; atau

b. sebagi an | ahan beririgasi beralih fungsi.

Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang nelakukan
kegiatan yang dapat mengaki bat kan alih fungsi | ahan

beriri gasi yang nelanggar rencana tata ruang wlayah
sebagai mrana di maksud pada ayat (1) huruf a wajib nenggant
| ahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB Xl ||
KOORDI NASI PNGELOLAAN SI STEM | RI GASI

Pasal 84

Koor di nasi pengel ol aan sistem irigasi dilakukan nelalui dan
antarkom si irigasi kabupaten/kota, komisi irigasi provinsi,
kom si irigasi antarprovinsi, dan/atau forum koordinasi
daerah irigasi.

Dal am nel aksanakan koordi nasi pengelolaan sistem irigasi,
kom si i rigasi dapat nmengundang pi hak | ai n yang
ber kepenti ngan guna nenghadiri sidang-sidang kom si untuk
menper ol eh informasi yang di perl ukan.

Hubungan kerja antarkom si irigasi dan hubungan kerja antara
kom si irigasi dan dewan sunber daya air bersifat konsultatif
dan koordinatif.

Koor di nasi pengel ol aan sistem irigasi pada daerah irigasi
yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan daerah irigasi
yang sudah ditugaskan oleh Penerintah dan/atau penerintah
provi nsi kepada kabupaten/kota dilaksanakan nelalui kom si
i rigasi kabupaten/kota.

Koor di nasi pengel ol aan sistem irigasi pada daerah irigasi
yang nenjadi kewenangan provinsi, daerah irigasi strategis
nasi onal, dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan
maupun yang bel um di tugaskan ol eh Penerintah kepada provins

di | aksanakan nel al ui komi si irigasi provinsi.

Kom si irigasi provinsi nelakukan koordinasi pengel ol aan
sistem irigasi dengan seluruh kom si irigasi kabupaten/kota
dan komi si irigasi antarprovinsi.

Koor di nasi pengel ol aan sistem irigasi pada daerah irigasi
lintas provinsi dan daerah irigasi, bai k yang sudah
di tugaskan nmaupun yang belum ditugaskan oleh Penerintah
kepada provinsi masing-nmasing dapat dilaksanakan nel al ui
kom si irigasi antarprovinsi.

Koor di nasi pengel olaan sistem irigasi yang |jaringannya
ber f ungsi mul tiguna pada satu daerah irigasi dapat
di | aksanakan nel al ui forum koordi nasi daerah irigasi.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 85

Dal am pengenbangan dan pengel ol aan sistemirigasi pada setiap
daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dil akukan ol eh



Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , at au peneri nt ah
kabupat en/ kot a sesuai dengan kewenangannya dengan neli bat kan
peran nmasyar akat .

(2) Pengawasan sebagai mana dinaksud pada ayat (1) neliputi

kegi at an:

a. pemant auan dan evaluasi agar sesuai dengan norna,
standar, pedoman, dan manual ;

b. pel apor an;

C. penberi an rekonmendasi; dan

d. penerti ban.

(3) Peran masyarakat dal am pengawasan sebagai mana di naksud pada
ayat (1) dilakukan dengan nenyanpai kan |aporan dan/atau
pengaduan kepada pi hak yang berwenang.

(4) Perkunpul an petani penakai air, badan usaha, badan sosi al
dan perseorangan nenyanpai kan |aporan nengenai i nfornasi
pengenbangan dan pengelolaan sistem irigasi yang nenjadi
tanggung |jawabnya kepada Penerintah, penerintah provinsi,
atau peneri ntah kabupat en/ kot a.

(5) Dalam rangka pengawasan sebagai mana di naksud pada ayat (1),
Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , at au peneri nt ah
kabupat en/ kota sesuai dengan kewenangannya nenyedi akan
i nformasi pengenbangan dan pengel ol aan sistemirigasi secara
t er buka untuk unmum

(6) Ketentuan | ebi h | anj ut nmengenai pedonman pengawasan
pengenbangan dan pengel olaan sistem irigasi diatur dengan
peraturan Menteri.

(7) Ketentuan lebih lanjut nmengenai pengawasan pengenbangan dan
pengel ol aan sistem irigasi yang dilakukan oleh penerintah
kabupat en/ kota dan penerintah provinsi di at ur dengan
per at uran daer ah.

BAB XV
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 86

Pada saat peraturan penerintah ini mulai berlaku:

a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi
di nyat akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
atau bel um di kel uarkan peraturan pel aksanaan baru berdasar kan
peraturan penerintah ini;

b. izin yang berkaitan dengan pengenbangan dan pengel ol aan
sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya
peraturan penerintah ini dinyatakan tetap berlaku sanpai
dengan masa ber | akunya ber akhir.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87
Pada saat Peraturan Penerintah ini nmul ai ber| aku, Peraturan

Penerintah Nonmor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahun 2001 Nonor 143, Tanbahan Lenbaran Negara



Republ i k I ndonesi a Nonor 4156) dinyatakan tidak berl aku.
Pasal 88
Peraturan Penerintah ini nulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang nengetahuinya, nmener i nt ahkan pengundangan
Peraturan Penerintah ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran
Negara Republ ik I ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2006
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd
DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO

D undangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,

ttd
HAM D AWALUDI N

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2006 NOMCR 46

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 20 TAHUN 2006
TENTANG
| Rl GAS

UMM

1. Undang- Undang Nonor 7 Tahun 2004 tentang Sunber Daya
Air nengatur berbagai hal nengenai pengel ol aan sunber
daya air yang antara |ain nengenai pengenbangan dan
pengel ol aan si stem irigasi. Ket ent uan t er sebut
mener | ukan penjabaran lebih |lanjut dengan peraturan
peneri nt ah sebagai mana di amanat kan ol eh Pasal 41. Untuk
menenuhi ketentuan tersebut, peraturan penerintah ini
menuat  ber bagai ket entuan nengenai irigasi secara
terperinci dan konprehensif berdasarkan pertinbangan
dan pem kiran di bawah ini

2. Per an sekt or pertani an sangat strategis dal am
per ekonom an nasional dan kegiatan pertanian tidak



dapat terlepas dari air. Oeh sebab itu, irigas

sebagai salah satu konponen pendukung keberhasil an
penbangunan pertanian nenpunyai peran yang sangat
penting. Adanya perubahan tujuan penbangunan pertanian
dari meni ngkat kan  pr oduksi untuk swasenbada beras
menj adi  nel estari kan ketahanan pangan, neni ngkat kan
pendapat an petani, meningkatkan kesenpatan kerja di
perdesaan dan perbai kan gizi keluarga, serta sejalan
dengan semangat denokr asi , desentral i sasi, dan
ket er bukaan dal am tatanan kehi dupan ber masyarakat perlu
nmenet apkan  kebijakan pengenbangan dan pengel ol aan
sistemirigasi.

Undang- Undang Nonor 7 Tahun 2004 tentang Sunber Daya
Ai r nmengamanat kan bahwa penguasaan sunber daya air ol eh
negara disel enggarakan oleh Penerintah, peneri nt ah
provi nsi , dan/ at au peneri nt ah kabupaten/ kota dan
di pergunakan untuk sebesar-besar kemakrmuran rakyat. Di

dal am penyel enggar aannya tetap nengakui dan nenghor nati

kesat uan- kesat uan masyar akat hukum adat beserta hak- hak
tradi si onal nya, seperti hak ulayat nmasyarakat hukum
adat setenpat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan
peraturan perundang-undangan. Dalam nenyel enggar akan
pengel ol aan sunber daya air, Penerintah, penerintah
provi nsi , dan/ at au peneri nt ah kabupat en/ kot a
bertanggung jawab nenyedi akan air untuk senua kebut uhan
dengan nenberikan prioritas utama kepada kebutuhan
pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem
irigasi yang sudah ada di atas senua kebutuhan

Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan
Daer ah mengananat kan penyel enggar aan peneri nt ahan
daerah dil akukan berdasarkan asas desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas penbantuan. Dal am pel aksanaan
desentral i sasi di beri kan kel el uasaan kepada daerah
untuk nenyel enggarakan otonom daerah dengan prinsip
pendekat an pel ayanan kepada masyarakat di berbagai
bi dang termasuk bi dang i rigasi. Unt uk menj an n
pengenbangan dan pengel olaan sistem irigasi yang
efisien dan efektif dilakukan penbagi an wewenang dan
tanggung jawab pengenbangan dan pengel olaan sistem
irigasi antara Penerintah, penerintah provinsi, dan
peneri ntah kabupaten/kota. Selanjutnya, Undang-Undang
Nonor 33 Tahun 2004 tentang Perinbangan Keuangan antara
Penerintah Pusat dan Penerintahan Daerah, pada dasarnya
menpunyai tujuan antara lain untuk nenberdayakan dan
meni ngkat kan kenmanpuan perekonom an daerah, termasuk
penbi ayaan pengenbangan dan pengel ol aan sistemirigasi.
O eh karena itu, pelaksanaan penbiayaan pengenbangan
dan pengel ol aan sistem irigasi nenjadi tanggung jawab
Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , penerint ah
kabupat en/ kot a, dan nasyar akat .



Pengenbangan dan pengel ol aan si stem i rigasi
di | aksanakan dengan nelibatkan sermua pihak yang
ber kepenti ngan dengan nengutanakan kepentingan dan
peran serta masyarakat petani dalam kesel uruhan proses
penganbi | an keputusan serta pel aksanaan pengenbangan
dan pengel ol aan sistem irigasi. Untuk nenyel enggarakan
kegi atan tersebut, dilakukan penberdayaan perkunpul an
pet ani penmakai air dan di nas at au i nstans
kabupat en/ kota atau provinsi yang terkait di bidang
irigasi secara berkesinanbungan. Sel anjutnya, untuk
mewuj udkan pengenbangan dan pengel ol aan sistem irigas
secara partisipatif serta untuk dapat menberi kan
manf aat yang sebesar-besarnya kepada mnasyarakat petani
pengenbangan dan pengel ol aan si stem I rigasi
di | aksanakan dengan pendayagunaan sunber daya air yang
di dasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air
per mukaan, dan air tanah secara terpadu dengan
mengut amakan pendayagunaan air pernukaan. Pengenbangan
dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan
dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan
pengenbangan dan pengel ol aan dengan nenperhati kan
kepentingan penakai air irigasi dan pengguna jaringan
irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara
sel aras. Pengenbangan dan pengelolaan sistem irigasi
di | aksanakan ol eh kel enbagaan pengel ol aan irigasi yang
mel i puti I nst ansi peneri nt ah, per kunpul an pet an
pemakai air, dan kom si irigasi.

Dal am rangka nenetapkan kebijakan pengenbangan dan
pengel ol aan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem
irigasi satu kesatuan pengenbangan dan pengel ol aan,
pengenbangan dan pengel ol aan si stem i rigasi
di | aksanakan secara partisipatif yang didukung dengan
pengat uran kenbali tugas, wewenang, dan tanggung jawab
kel enbagaan pengel ol aan irigasi, penber dayaan
per kunmpul an petani penmakai air, penyenpurnaan sistem
penbi ayaan pengenbangan dan pengel ol aan  jaringan
irigasi untuk mewujudkan keberl anjutan sistem irigasi

Pengenbangan dan pengelolaan sistem irigasi secara
partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses
pengenbangan dan pengelolaan sistem irigasi dimnulai

dari pem kiran awal, penganbi | an  keput usan, dan
pel aksanaan kegi at an, pada t ahap per encanaan,
penbangunan, peni ngkatan, operasi, peneliharaan, dan
rehabilitasi. Penerintah, penerintah provinsi, atau

peneri ntah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
menfasilitasi dan nenberikan bantuan sesuai dengan
perm ntaan perkunmpul an pet ani penmakai air dengan
menper hati kan prinsip kemandiri an.

Kebi j akan pengenbangan dan pengel ol aan sistem irigasi
yang efisien dan efektif diperlukan untuk nenjamn
keberl anjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk
irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyat aan:



- adanya pergeseran nilai air dari sunber daya air
mlik bersama yang nelinpah dan dapat di manfaat kan
tanpa biaya nenjadi sunber daya yang bernilai
ekonom dan berfungsi sosial;

- terjadinya kerawanan Kketersediaan air secar a
nasi onal ;

- meni ngkat nya persaingan pemanfaatan air antara
i rigasi dengan penggunaan ol eh sektor-sektor |ain;

- maki n neluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk
kepenti ngan | ai nnya.

Sesuai dengan kenyataan tersebut di atas, Penerintah,
penerintah provinsi, atau penerintah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya nenyedi akan penbi ayaan
pengenmbangan dan pengel ol aan sistem irigasi priner dan
sekunder, sedangkan perkunmpulan petani penakai air
dapat berperan serta.
Per kunpul an petani penakai air nenyedi akan penbi ayaan
pengenbangan dan pengel olaan sistem irigasi yang
nmenj adi tanggung j awabnya, sedangkan Peneri nt ah,
penerintah provinsi, atau penerintah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya dapat nenbantu sesuai
dengan perm ntaan perkunpul an petani pemakai air dengan
menper hati kan prinsip kemandiri an.

Pengat uran hak guna air diwjudkan mnel alui hak guna air
untuk irigasi, yang terdiri atas hak guna pakai air dan
hak guna usaha air untuk irigasi. Hak guna pakai air
untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang berada di
dal am sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa
i zin, sedangkan wuntuk pertanian rakyat pada sistem
irigasi baru dan pada sistem irigasi yang ditingkatkan
di perol eh berdasarkan permohonan izin penmakaian air

untuk irigasi. Hak guna wusaha air untuk irigas

di beri kan untuk keperluan pengusahaan di bi dang
pertani an dan diperoleh berdasarkan pernohonan 1izin
pengusahaan air untuk irigasi. Dalam hal terjadi

kekeri ngan pada sunber air yang nmengaki bat kan
terjadi nya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan
substi t usi air irigasi, Peneri nt ah, peneri nt ah
provinsi, atau penerintah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya dapat nengupayakan tanbahan pasokan air

i rigasi dari sumnber air | ai nnya atau nel akukan
penyesuai an penyedi aan dan pengaturan air irigasi. Agar
pemanfaatan air dapat nencapai hasil yang maksimal,
Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , at au peneri nt ah
kabupat en/ kota sesuai dengan kewenangannya nengatur
penyedi aan, penbagi an, penberi an, penggunaan air
irigasi, dan drainase di w | ayahnya.

Pengenbangan j ari ngan i rigasi mel i puti kegi at an
penbangunan dan peni ngkat an j ari ngan i rigasi,

di | aksanakan berdasarkan rencana induk pengel ol aan
sunber daya air. Penerintah, penerintah provinsi, atau
peneri ntah  kabupaten/kota bertanggung jawab dal am



10.

11.

12.

13.

penbangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan
sekunder, sedangkan perkunpulan petani penakai air
dapat berperan serta.

Per kunpul an petani pemakai air bertanggung jawab dal am
penbangunan dan peni ngkatan jaringan irigasi tersier.

D sanmping itu, pengenbangan jaringan irigasi dilakukan
ber samaan dengan kegi atan pengenbangan | ahan pertanian
beriri gasi sesuai dengan rencana dan pr ogr am
pengenbangan pertani an dengan menperhati kan kesiapan
pet ani setenpat.

Pengel ol aan jaringan irigasi neliputi kegiatan operasi,
penel i har aan, dan rehabi | i t asi j ari ngan i rigasi.
Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , at au peneri nt ah
kabupat en/ kot a ber t anggung j awab dal am operasi,
penel i haraan, dan rehabilitasi jaringan irigasi priner
dan sekunder yang nenjadi kewenangannya, sedangkan
per kunmpul an petani penakai air dapat berperan serta.
Pengel ol aan jaringan irigasi tersier nenjadi tanggung
j awab per kunpul an petani penakai air.

Guna nencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang
terpadu dan berkel anjutan bagi perakai air irigasi dan
pengguna jaringan irigasi dengan penbi ayaan pengel ol aan

aset i rigasi seefisien mungkin, perlu dil akukan
pengel ol aan aset irigasi, yaitu proses nanajenmen yang
terstruktur unt uk per encanaan penel i har aan dan
pendanaan sistemirigasi

Pengel ol aan aset i rigasi mel i puti kegi at an
i nventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset
irigasi, dan penutakhiran hasil inventarisasi aset
irigasi. Penmerintah, penerintah provinsi, penerintah
kabupat en/ kota, atau penerintah desa bertanggung jawab
dal am pengel ol aan aset i rigasi yang nmenj adi
kewenangannya.

Mengi ngat i ri gasi menyangkut  ber bagai pemakai air
irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta w layahnya
mel i nt asi batas w layah adm nistrasi peneri nt ahan,

peraturan penerintah ini nmenetapkan perlunya dibentuk
| enbaga koordinasi dan konuni kasi yang di sebut kom si

irigasi. Komsi irigasi kabupaten/kota dibentuk oleh
bupati/wal i kota, kom si irigasi provinsi dibentuk oleh
gubernur, komsi irigasi antarprovinsi dapat dibentuk
ol en para gubernur yang bersangkutan untuk mewuj udkan
koordi nasi pengelolaan sistem irigasi. Selain itu,

unt uk mewuj udkan koordi nasi pengel ol aan sistem irigas
tersebut dapat pula disel enggarakan forum koordi nasi
daerah irigasi yang difasilitasi oleh bupati/walikota.

Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , at au peneri nt ah
kabupat en/ kota sesuai dengan kewenangannya nel aksanakan
pengawasan terhadap pengenbangan dan pengel ol aan si stem
i rigasi. Dal am rangka pengawasan, Peneri nt ah,



penerintah provinsi, atau penerintah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya nenyedi akan i nfornasi
pengenbangan dan pengelolaan sistem irigasi secara
t er buka untuk umum

Masyar akat berperan dal am pengawasan pengenbangan dan
pengel ol aan sistem irigasi dengan cara nenyanpai kan
| aporan dan/ at au pengaduan kepada pi hak yang berwenang.

PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Cukup j el as.

Pasal 2
Ayat (1)
Ter masuk dal am Kkegi at an usaha tani adal ah
peri kanan dar at .
Ayat (2)
Cukup j el as.

Pasal 3
Ayat (1)
Hur uf a.
Yang di naksud dengan "keandalan air irigasi”
adal ah kondi si/ keadaan air irigasi yang dapat
tersedia dalam jum ah, waktu, tenpat, dan
mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk
mendukung produktivitas wusaha tani secara

maksi mal .

Yang di maksud dengan "waduk" adal ah
t enpat / wadah penanpungan air di sungai agar
dapat di gunakan unt uk i rigasi at aupun

keper | uan | ai nnya.

Yang di naksud dengan "waduk | apangan” adal ah
t enpat / wadah  penanpungan air pada waktu
terjadi surplus air di sungai atau nenanmpung
ai r huj an.

Hur uf b.

Yang di maksud dengan "keandal an prasarana
irigasi"™ adalah kondisi dan fungsi prasarana

j ari ngan i rigasi yang dapat menberi kan

pel ayanan irigasi secara optinal.

Ter masuk dal am kegi at an oper asi dan

penel i har aan j aringan i rigasi pri mer,

sekunder, dan tersier adal ah:

- kegi atan pengamanan jaringan irigasi
yang berupa upaya untuk nencegah dan
menanggul angi terj adi nya ker usakan

jaringan irigasi yang disebabkan ol eh
hewan, manusia, atau daya alam guna
menpert ahankan fungsi jaringan irigasi;
dan

- konservasi air di daerah irigasi yang
berupa upaya untuk nenghemat penggunaan



Pasal

Pasal

Ayat
4
Ayat
Ayat

Ayat

5
Yang

air di daerah irigasi dan nmenjaga nutu
air irigasi pada jaringan irigasi serta
menj aga nutu kel ebihan air irigasi yang
sudah tidak di pergunakan

Huruf c.
Cukup j el as.
(2)
Cukup j el as.
(1)
Cukup j el as.
(2) _ o
Yang di maksud dengan "partisipatif” adal ah

pengenbangan dan pengel ol aan sistem irigasi yang
berbasi s peran serta nasyarakat petani.

Yang di maksud dengan "terpadu" adal ah pengenbangan
dan pengelolaan sistem irigasi yang dil akukan
dengan nengi ntegrasi kan kepentingan antarsektor
terkait.

Yang di maksud dengan "transparan dan akuntabel”
adal ah pengenbangan dan pengel ol aan sistem irigasi
yang di | akukan secara t er buka dan dapat
di pertanggungj awabkan.

Yang di maksud dengan "ber keadi | an” adal ah
pengenbangan dan pengel ol aan sistem irigasi yang
di | akukan  secara  proporsional sesuali dengan

kebut uhan nasyarakat penmakai air irigasi dari
bagi an hul u sanpai dengan hilir.

Yang di maksud dengan "berwawasan |ingkungan hi dup”
adal ah pengenbangan dan pengel ol aan sistem iri gasi
menper hati kan kesei nbangan ekosi stem dan daya
dukung | i ngkungan.

(3)

Pengenbangan dan pengel ol aan sistem irigasi secara
partisipatif yang dilaksanakan di seluruh daerah
irigasi dilakukan ol eh perkunpulan petani penakai
air atau oleh Penerintah, penerintah provinsi,
atau penerintah kabupaten/kota sesuali dengan
kewenangannya untuk rmeningkatkan rasa nmemliki,
rasa tanggung jawab, dan kenmanpuan perkunpul an
pet ani penmakai air dalam rangka neni ngkatkan

efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem
irigasi.
Dal am hal penbangunan  baru, sistem irigasi

di | aksanakan pada w layah yang berpotensi untuk
di tet apkan sebagai daerah irigasi.

Bent uk parti si pasi dal am pengenbangan dan
pengel ol aan sistem irigasi antara lain berupa
pem Ki ran, gagasan, sunmbangan  wakt u, t enaga,

mat eri al, dan dana.

di mmaksud dengan "pihak yang berkepentingan”



adal ah, antara |ain, masyar akat pet ani , peneri ma
manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi.

Pasal 6

Cukup j el as.
Pasal 7

Ayat (1)

Ter masuk air per mukaan yang di ut amakan
pendayagunaannya adal ah air hujan yang jatuh pada
per mukaan t anah.
Ayat (2)

Yang di maksud dengan "prinsip satu sistem irigasi
satu kesatuan pengenbangan dan pengel ol aan" adal ah
bahwa dalam satu daerah irigasi yang nendapat
pel ayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang
terdiri atas jaringan priner, jaringan sekunder,
dan jaringan tersier diterapkan satu sistem

per encanaan, pel aksanaan, noni t ori ng, dan
eval uasi .
Pasal 8
Dal am ketentuan ini, yang termasuk instansi terkait,

antara lain, nmenteri yang nenbi dangi pertanian, Menteri
Dal am Negeri, dan nenteri yang nenbi dangi keuangan

Pasal 9
Cukup j el as.
Pasal 10
Cukup j el as.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Forum koordinasi daerah irigasi adalah sebaga
sarana konsultasi dan komuni kasi antara waki
per kunmpul an petani penakai air, wakil pengguna
jaringan irigasi, dan wakil penerintah dal am
rangka  pengel ol aan i rigasi yang jaringannya
berfungsi nultiguna pada suatu daerah irigasi.
Peneri nt ah pr ovi nsi dan/ at au peneri nt ah
kabupat en/ kot a menf asilitasi t er sel enggar anya
f orum koor di nasi daerah irigasi.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)

Yang di maksud dengan "pengguna jaringan irigasi”
adal ah pemanfaat jaringan irigasi selain petani



Pasal

Pasal

Pasal

Ayat

13
Ayat

Ayat

Ayat

14
Ayat

Ayat

Ayat

15

yang nendapat kan hak guna air secara tersendiri.

(3)

Tugas kom si irigasi kabupaten/kota sebagai mana
di maksud pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e,
dan huruf f nencakup daerah irigasi yang nenjad

wewenang dan tanggung jawab bupati/walikota, serta
daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada
peneri ntah kabupaten/kota oleh Penerintah atau
peneri ntah provinsi.

(1)

Cukup j el as.

(2)

Yang di maksud dengan "kabupaten/kota yang terkait”
dal am ketentuan ini adal ah kabupaten/kota yang di
wi | ayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi
t anggung j awab peneri nt ah pr ovi nsi at au
Perer i nt ah.

Mengi ngat tanggung jawab pengel ol aan  sistem
irigasi terletak pada penerintah naka naksud
proporsional dalam ketentuan ini adalah junl ah
anggota wakil penerintah |ebih besar daripada
j um ah anggota waki | nonpeneri nt ah.

Yang di maksud dengan "ket er waki | an” adal ah
anggot a-anggota kom si irigasi tersebut nmewakil
institusi yang berkaitan dengan pengel ol aan sistem
irigasi, perkunpulan petani penakai air, atau
kelonpok pengguna jaringan irigasi.

(3)

Tugas komisi irigasi provinsi nencakup daerah
irigasi yang nenjadi wewenang dan tanggung jawab
guber nur, serta daerah i rigasi yang telah
di t ugaskan kepada peneri nt ah pr ovi nsi ol eh
Perer i nt ah.

(1)

Cukup j el as.

(2) o

Guna nenmadukan pengelolaan irigasi pada daerah
irigasi lintas provinsi dibutuhkan kerja sama

antarprovinsi terkait dengan yang dilakukan oleh
kom si irigasi antarprovinsi.

(3)
Guna nenmadukan pengelolaan irigasi pada daerah
irigasi lintas provinsi dibutuhkan kerja sama

antarprovinsi terkait dengan yang dilakukan ol eh
kom si irigasi antarprovinsi.

Cukup j el as.



Pasal 16

Ayat (1)
Hur uf a.
Cukup j el as.
Hur uf b.

Maksud "penetapan status daerah irigasi”

adal ah untuk menegaskan daerah irigasi yang

menj adi wewenang dan t anggung j awab

Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , dan

peneri nt ah kabupaten/kota, yaitu :

1. Daerah irigasi yang terletak utuh pada
satu kabupat en/ kot a adal ah daer ah
irigasi yang nendapatkan air irigasi
dari jaringan irigasi yang sel uruh
bangunan dan saluran serta |uasannya
ber ada dal am satu wi | ayah
kabupat en/ kot a.

2. Daerah irigasi lintas kabupat en/ kot a
adal ah daerah irigasi yang nendapatkan
air irigasi dari jaringan irigasi yang
bangunan dan saluran serta |uasannya
berada di | ebih dari satu wlayah
kabupat en/ kota, tetapi masih dalam satu
wi | ayah provinsi.

3. Daerah irigasi lintas provinsi adalah
daerah irigasi yang nendapatkan air
i rigasi dari jaringan irigasi yang
bangunan dan saluran serta |uasannya
berada di | ebih dari satu wlayah
provi nsi , t et api masih dalam satu
negar a.

4. Daerah irigasi lintas negara adal ah
daerah irigasi yang nendapatkan air
i rigasi dari jaringan irigasi yang
bangunan dan saluran serta |uasannya
berada di |ebih dari satu negara.

5. Daerah irigasi strategi s nasional adal ah
daerah irigasi yang luasnya |ebih dari
10.000 ha vyang nmenpunyai fungsi dan
manf aat penting bagi penenuhan kebut uhan
pangan nasi onal .

Huruf c.
Cukup j el as.
Hur uf d.

Tanggung j awab Penerintah dal am ket entuan ini

| ebi h di utamakan dal am penyedi aan penbi ayaan,

sedangkan pel aksanaannya dapat dil akukan ol eh
peneri nt ah provi nsi , peneri nt ah
kabupat en/ kota, atau penerintah desa.

Hur uf e.
Cukup j el as.

Huruf f.

Cukup j el as.



Hur uf g.
Tanggung j awab Penerintah dal am ketentuan i ni
| ebi h diutamakan dal am penyedi aan penbi ayaan

dan penbi naan t ekni s, sedangkan
pel aksanaannya dapat di | akukan ol eh
peneri nt ah provi nsi , peneri nt ah
kabupat en/ kota, atau penerintah desa.

Hur uf h.

Tanggung j awab Penerintah dal am ketentuan in
| ebi h diutamakan dal am penyedi aan penbi ayaan

dan penbi naan t ekni s, sedangkan
pel aksanaannya dapat di | akukan ol eh
peneri nt ah provi nsi , peneri nt ah
kabupat en/ kota, atau penerintah desa.

Huruf i.
Cukup j el as.

Huruf j.
Yang di maksud dengan "bantuan teknis", antara
| ain, berupa binmbingan teknis, t enaga,

dan/ at au per al at an.
Bant uan teknis kepada penerintah provinsi dan
peneri ntah kabupaten/kota diberikan nelal ui
proses konsultasi dengan tetap nengutanmakan
prinsip kemandiri an.

Hur uf k.
Cukup j el as.

Huruf | .
Cukup j el as.

Ayat (2)
Cukup j el as.

Pasal 17

Hur uf a.
Cukup j el as.

Hur uf b.
Cukup j el as.

Hur uf c.
Tanggung j awab penerintah provinsi dal am ket ent uan
ini |ebih diutamakan dal am penyedi aan penbi ayaan,
sedangkan pel aksanaannya dapat dil akukan ol eh
peneri nt ah kabupat en/ kota at au peneri ntah desa.

Hur uf d.
Cukup j el as.

Hur uf e.
Cukup j el as.

Huruf f.
Tanggung j awab penerintah provinsi dal am ket ent uan
ini lebih diutamakan dal am penyedi aan penbi ayaan
dan penbinaan teknis, sedangkan pel aksanaannya
dapat dil akukan oleh penerintah kabupaten/kota
atau penerintah desa.

Hur uf g.
Tanggung j awab penerintah provinsi dal am ket ent uan
ini lebih diutamakan dalam penyedi aan penbi ayaan



dan penbinaan teknis, sedangkan pel aksanaannya
dapat dil akukan oleh penerintah kabupaten/kota
atau penerintah desa.

Hur uf h.
Yang di maksud dengan "bantuan teknis", antara
| ain, berupa binbingan teknis, tenaga, dan/atau
per al at an.

Bantuan teknis kepada penerintah kabupaten/kota
di beri kan nelalui proses konsultasi dengan tetap
mengut amakan prinsip kemandiri an.
Huruf i.
Cukup j el as.
Huruf j.
Cukup j el as.
Hur uf k.
Cukup j el as.
Huruf | .
Cukup j el as.

Pasal 18
Cukup j el as.

Pasal 19

Hur uf a.
Meski pun kewenangan penerintah desa hanya sebatas
peni ngkat an dan pengel ol aan sistem irigasi, tidak
tertutup kenungki nan penerintah desa berprakarsa
menbangun jaringan irigasi desa setelah nendapat
persetujuan dari penerintah kabupat en/ kot a.

Hur uf b.
Cukup j el as.

Huruf c.
Cukup j el as.

Pasal 20

Huruf a
Cukup j el as.

Huruf b
Cukup j el as.

Huruf c
Persetujuan hanya diberikan oleh perkunpul an
petani penakai air. Dalam hal perkunpul an petani
penmakai air belum terbentuk, persetujuan diberikan
ol eh peneri nt ah kabupat en/ kot a ber dasar kan
kesepakat an nmasyar akat petani

Pasal 21
Kerja sama yang dapat disepakati, antara lain, dalam
hal penelitian dan pengenbangan ilnmu pengetahuan dan
t eknol ogi bi dang irigasi, serta penbangunan

peni ngkat an, dan rehabilitasi sistemirigasi.

Pasal 22
Yang di maksud dengan "sebagian wewenang penerintah”



Pasal

Pasal

adal ah wewenang sebagai mana di naksud dalam Pasal 16
huruf c¢, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf |, Pasal
17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf k, dan
Pasal 18 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf k.

23

Ayat (1)
Penyerahan wewenang penerintah provinsi kepada
Permerintah dal am ketentuan ini berdasarkan Pasal
19 ayat (1) Undang-Undang Nonor 7 tahun 2004
tentang Sunber Daya Air.

Ayat (2)
Wewenang yang tidak di serahkan dal am ket entuan i ni
adal ah operasi dan peneliharaan sistem irigasi.

Dem kian pula kegiatan studi, investigasi, dan
perencanaan detail tetap berada pada penerintah
provi nsi .

Ayat (3)
Cukup j el as.

Ayat (4)
Cukup j el as.

Ayat (5)
Cukup j el as.

Ayat (6)

Penyerahan sebagi an wewenang dal am ketentuan i ni
bersifat senentara dan dapat dikenbalikan kepada

penerintah provinsi. Dalam kesepakatan penyerahan
sebagi an wewenang sekur ang- kur angnya menuat
hal - hal yang berkaitan dengan jenis wewenang yang
di ser ahkan, bat as wakt u penyer ahan, dan
persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyerahan
kenmbal i .
24
Ayat (1)

Penyerahan  wewenang peneri nt ah kabupat en/ kot a
kepada penerintah provinsi dalam ketentuan i ni
berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nonor
7 tahun 2004 tentang Sunber Daya Air.

Ayat (2)
Wewenang yang tidak di serahkan dal am ket entuan i ni
adal ah operasi dan peneliharaan sistem irigasi.
Dem kian pula kegiatan studi, investigasi, dan
perencanaan detail tetap berada pada penerintah
kabupat en/ kot a.

Ayat (3)
Cukup j el as.

Ayat (4)
Cukup j el as.

Ayat (5)
Cukup j el as.

Ayat (6)
Penyerahan sebagi an wewenang dal am ketentuan i ni
bersifat senentara dan dapat dikenbalikan kepada



Pasal

Pasal

Ayat
Ayat

25

peneri nt ah kabupat en/ kot a. Dal am  kesepakat an
mengenai penyer ahan sebagi an wewenang
sekur ang- kurangnya mnenuat hal-hal yang berkaitan
dengan jenis wewenang yang di serahkan, batas waktu
penyerahan, dan persyaratan yang harus di penuh
unt uk penyerahan kenbal i

(7)

Cukup j el as.

(8)

Cukup j el as.

Huruf a

Penganbi | al i han pel aksanaan sebagian wewenang
ber si f at sement ara sanpai kondi si yang
menbahayakan kepenti ngan unum dapat di pul i hkan.
Yang di maksud dengan "nenbahayakan kepentingan
umum’, adal ah m sal nya terputusnya saluran irigasi
atau tanah |ongsor yang nengaki batkan terhentinya
pasokan air pada sal uran pri mer sehi ngga
meni nbul kan gangguan terhadap hajat hidup orang
banyak.

Huruf b
Cukup j el as.

26

Ayat (1)
Termasuk dal am pel aksanaan kegi atan " penbangunan,
peni ngkat an, oper asi , penel i har aan, dan

Ayat
Ayat

rehabi |l itasi" adal ah juga kegi at an perencanaannya.
(2)

Cukup j el as.

(3 .

Partisi pasi masyarakat petani secara perseorangan
dal am pengenbangan dan pengel ol aan sistem irigasi
terbatas pada hal-hal yang tidak nenpunyai danpak
secara kol ektif, m salnya dal am penyusunan rencana
tata tanam penyusunan penbagi an air.

Yang di naksud dengan "perseorangan” adal ah subjek
nonbadan wusaha yang nenerlukan air untuk usaha
pertani an.

Parti si pasi masyar akat dapat dil akukan secara
bertahap sesuai dengan kemanmpuannya, yang mneliputi
kemanpuan kel enmbagaan, teknis, dan penbi ayaan.
Kemanpuan kel enbagaan dapat diindi kasi kan antara
lain dari status hukum organisasi, kemanpuan
manaj eri al, keaktifan pengurus, dan jum ah anggota
organi sasi yang aktif.

Kemanpuan teknis dapat diindikasikan antara lain
dari  jumah tenaga ulu-ulu (penbagi air) yang
manpu nmenbagi air secara adil dan nerata, jaringan
irigasi terpelihara dengan bai k, dan neni ngkatnya
usaha t ani

Kemanpuan penbi ayaan diindi kasikan antara lain



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Ayat
Ayat

27

dari kemanpuan menbi ayai pengel ol aan  sistem
i rigasi dan kemanpuan nengel ol anya.

(4)

Cukup j el as.

(5) .

Dalam hal sudah terbentuk perkunpulan petani

penmakai air, partisipasi masyarakat petani harus
di sal urkan mnel al ui perkunpul an petani penekai air.

Cukup j el as.

28
Ayat

Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat

29

(1)

Penber dayaan per kunmpul an pet ani penmakai air

bert uj uan unt uk menper kuat dan meni ngkat kan

kemandi ri an perkunpul an petani penakai air dalam

kegi at an penbangunan, peni ngkat an, oper asi ,

penel i haraan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

(2)

Cukup j el as.

(3) _

Cukup j el as.

(4) _

Cukup j el as.

(5)

Cukup j el as.

(6)

Cukup j el as.

(7) | .

Dal am peraturan Menteri nenuat, antara |ain:

- pedonman pengat ur an wewenang, hak, dan
t anggung j awab kel enbagaan pengel ol aan
irigasi;

- pedonman penber dayaan per kunpul an pet an
penakai air.

Cukup j el as.

30

Yang di maksud dengan "nmasyarakat hukum adat" adal ah
masyar akat yang kenyat aannya masi h ada dan
keberadaannya  di kukuhkan dengan per at ur an daer ah
set enpat .

31
Ayat

Ayat

(1)

Cukup j el as.

(2 |

Yang dinaksud dengan "pertanian rakyat" adal ah
budi daya pertanian yang neliputi ber bagai
konodi ti, yai tu pertani an t anaman pangan,
peri kanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan,
yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu



Pasal

Pasal

Ayat

32
Ayat

Ayat

Ayat
Ayat

33
Ayat

yang kebutuhan airnya tidak |ebih dari 2 liter per
deti k per kepal a kel uar ga.

(3)
Hak guna usaha air untuk irigasi di naksudkan hanya
unt uk menenuhi kebut uhan air bagi | ahan

pertani annya sendiri di |uar pertanian rakyat.

(1)

Yang di maksud dengan "pengenbang", antara |ain,
adal ah Penerintah, penerintah provinsi, penerintah
kabupat en/ kot a, badan usaha, badan sosi al
kel onpok masyar akat , at au per seorangan  yang

menbangun atau neningkatkan sistem irigasi d
suatu wi | ayah tertentu

Yang di maksud dengan "izin prinsip alokasi air"
adal ah penetapan yang bersifat senentara yang
di beri kan kepada pengenbang sebagai |jam nan untuk
menperol eh sejum ah air dari sunber air tertentu
setelah irigasi siap berfungsi.

lzin prinsip alokasi air nenuat persyaratan,
antara lain, peruntukan, debit air, dan waktu
penberi annya.

Termasuk dal am pel aksanaan "peningkatan sistem
irigasi yang sudah ada" adalah perluasan sistem
irigasi.

(2
Yang di maksud dengan "kebutuhan air irigasi”
adal ah kebut uhan air untuk pertani an.

Yang di maksud dengan "kepentingan | ainnya" dalam

ket ent uan ini adal ah kepent i ngan di | uar
pertani an.

(3) |

Cukup j el as.

(4 .

Yang di maksud dengan "jaringan irigasi yang telah
sel esai di bangun” adal ah unt uk penbangunan

jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan
irigasi yang sudah ada.

(1)

Yang di maksud dengan "di perol eh tanpa izin" adal ah
hak guna pakai air untuk irigasi di perol eh
masyar akat pet ani dengan cuma- cuna nmel al ui
pengukuhan dal am bent uk dokunmen yang dengan aktif
di beri kan secara kol ektif oleh penerintah nelal ui
per kunmpul an petani penakai air.

Yang di maksud dengan "kebut uhan air unt uk
pertani an rakyat" adal ah kebutuhan air untuk budi
daya pertanian yang neliputi berbagai konoditi,
yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan,
pet er nakan, per kebunan, dan kehut anan, yang
di kelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang



Ayat

Ayat

Ayat

Ayat
Ayat
Ayat
Ayat

Ayat
Pasal 34
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat

kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter
per detik per kepal a kel uarga.

Yang di maksud dengan "sistem irigasi yang sudah
ada" adalah sistem irigasi yang sudah dibangun
seluruhnya atau sebagian oleh penerintah pada
sistem irigasi yang rencananya sudah ditetapkan
ol eh penerintah pada saat berlakunya Undang- Undang
Nonor 7 Tahun 2004 tentang Sunber Daya Air

(2)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh
per kunmpul an petani penakai air adalah hak guna
pakai air yang nerupakan satu kesatuan utuh dal am
satu daerah irigasi.

(3)
Maksud pencantunman daftar petak prinmer, petak
sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan

airnya dalam surat penetapan adalah untuk |ebih
menper kuat j am nan kepada petani .

(4)

Ketentuan ini berlaku bagi sistemirigasi baru dan
sistem irigasi yang ditingkatkan berdasarkan
swadaya nasyar akat petani.

(5)

Cukup j el as.

(6)

Cukup j el as.

(7

Cukup j el as.

(8 .

Eval uasi di | akukan, antara |ain, ber dasar kan
perubahan ketersediaan air dan penggunaan air,
m sal nya aki bat kondi si al am perubahan |uas area
yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis
tanaman, dan waktu tanam Eval uasi dinulai sejak
di t et apkannya peraturan penerintah ini.

(9)

Cukup j el as.

(1)

Cukup j el as.

(2)

Cukup j el as.

(3) |

Cukup j el as.

(4)

Cukup j el as.

(5

Cukup j el as.

(6 . |

Eval uasi di | akukan antara lain ber dasar kan
perubahan Kketersediaan air dan penggunaan air,
m sal nya aki bat kondi si al am perubahan |uas area
yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis



Pasal

Pasal

Pasal

Ayat

35

t anaman, dan waktu tanam

Evaluasi dimulai sejak ditetapkannya peraturan
penerintah ini.

(1)

Cukup j el as.

Cukup j el as.

36
Ayat

Ayat

Ayat

Ayat

37
Ayat

Ayat

(1)

Cukup j el as.

(2)

Yang di maksud dengan "dalam hal tertentu” adal ah

m sal nya kekeringan, kebakaran.

Yang di maksud dengan "kebut uhan | ai nnya" adal ah:
kebut uhan pokok m ni mal sehari-hari;

C. kebut uhan unt uk penanggul angan kekurangan air
baku untuk air m num rumah tangga;

d. kebut uhan air untuk penmadaman kebakar an;

e. kebut uhan unt uk penanggul angan aki bat
pencemaran air.

(3) o .

Rencana tata tanam nenuat jenis tanaman, | okasi

penananman, jadwal tanam dan |uas tanam

(4)

Hur uf a.
Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada
satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara
| ai n dengan nenbagi satu daerah irigasi dalam
beberapa  gol ongan kel onpok petak  sawah
ber dasar kan pola dan tata tanam
Opt i mal i sasi pemanf aat an air i rigasi
antardaerah irigasi dapat dilakukan dengan
pengaturan waktu nmulai tanam antara daerah
irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi
bagian hilir yang nendapat air dari sunber
yang sana.

Hur uf b.
Cukup j el as.

(1)

Rencana tata tanam dalam suatu kabupaten/kota
terdiri dari rencana tata tanam yang di susun ol eh
di nas kabupaten/kota untuk daerah irigasi yang
nmenj adi kewenangannya dan rencana tata tanam yang
di susun ol eh dinas provinsi untuk daerah irigasi
yang terletak dalam kabupaten/kota tersebut yang
menj adi kewenangan provi nsi.

(2)

Kewenangan Penerintah yang dilinpahkan kepada
guber nur dil aksanakan ol eh di nas provinsi.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Ayat
Ayat
Ayat
38
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat

Ayat
Ayat

39
Ayat

(3) |
Cukup j el as.
(4)
Cukup j el as.
(5)
Cukup j el as.

(1)

Cukup j el as.

(2)

Cukup j el as.

(3) |

Cukup j el as.

(4) , :
Yang di maksud dengan "dewan sunber daya air"
adal ah merupakan wadah koordinasi antarpemlik
kepenti ngan sunber daya air sesuai dengan wi | ayah
kerj anya (tingkat nasi onal , provi nsi ,
kabupat en/ kota, atau w |l ayah sungai).

(5)

Cukup j el as.

(6)

Cukup j el as.

(1)

Pel i npahan wewenang kepada gubernur di maksudkan
untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada
penmakai air irigasi.

Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Cukup j el as.
Ayat (5)
Cukup j el as.
40
Cukup j el as.
41
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Yang di naksud dengan "nenperhati kan kebutuhan air
unt uk irigasi” adal ah nmenper hat i kan usul an

per kunmpul an petani penakai air nengenai kebutuhan
air yang belum terakonodasi nelalui proses dialog
antara perkunpul an petani penekai air dan kom si
irigasi.



Pasal

Pasal

Ayat
Ayat

42
Ayat

Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat

43
Ayat

Ayat

(4

Cukup j el as.

(5) o

Pel aksana pengel ol aan irigasi adal ah  petugas
| apangan yang nel akukan penbagi an dan penberian
air irigasi dalam satu daerah irigasi, msalnya

penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru
pengai ran, dan penganat pengairan.

(1)

Cukup j el as.

(2)

Cukup j el as.

(3) |

Cukup j el as.

(4)

Cukup j el as.

(5)

Cukup j el as.

(6 |

Yang di maksud dengan "petak prinmer" adalah petak
yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang
airnya dialirkan | angsung dari saluran priner.

Yang di maksud dengan "petak sekunder" adal ah petak
yang terdiri dari beberapa petak tersier yang
kesenuanya di | ayani ol eh satu sal uran sekunder.
Yang dinmaksud dengan "petak tersier" adal ah
kunpul an petak sawah yang nerupakan satu kesatuan
dan nendapatkan air irigasi nelalui satu jaringan
irigasi tersier.

Yang di maksud dengan "terukur" adal ah pel aksanaan
penbagi an dan penberian air irigasi yang dil akukan
dengan nenggunakan alat pengatur dan pengukur
debit serta dicatat.

(1)

Bangunan bagi adal ah bangunan yang berfungsi untuk
menbagi air.

Bangunan bagi - sadap adal ah bangunan yang berfungsi
untuk nenbagi air dan sekaligus nengalirkannya ke
petak tersier.

(2) |
Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi
untuk mengalirkan air ke petak tersier yang
| et aknya di t ent ukan ber dasar kan kesepakat an
masyar akat petani dan dituangkan dalam rencana
tekni s yang ditetapkan ol eh peneri ntah.

Yang dinmaksud dengan “"rencana teknis" adal ah
rencana yang nenuat tata |etak dan ganbar-ganbar
teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang
t ertuang dal am bent uk dokunen



Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang nenjad
tanggung jawab Penerintah, penerintah provinsi,

atau penerintah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya ditetapkan ol eh instansi pusat yang
menbi dangi irigasi, dinas provinsi, atau dinas

kabupat en/ kot a.

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang di bangun
ol en masyarakat petani, |etak bangunan-sadapnya
di t et apkan ol eh masyar akat petani.

Pasal 44
Cukup j el as.
Pasal 45
Tidak tercukupinya penyediaan air i rigasi dapat

di sebabkan ol enh kekurangan air pada sumbernya sehingga
rencana tahunan penyediaan air irigasi tidak dapat

t er penuhi .
Pasal 46
Cukup j el as.
Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "nenggunakan air untuk
irigasi yang dianbil langsung dari sunber air
per mukaan", msalnya nenganbil air dari sungai
waduk, danau yang digunakan |angsung untuk
mengai ri | ahan.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Pasal 48
Ayat (1)
Yang dinaksud dengan  "penbangunan j ari ngan
irigasi” dalam ketentuan ini adalah penbangunan

Ayat

Ayat

Pasal 49
Ayat

baru pada | ahan yang bel um ada jaringan irigasinya
yang nencakup penbangunan jaringan irigasi air
per mukaan dan jaringan irigasi air tanah.

(2)

| zin penbangunan jaringan irigasi nmerupakan satu
kesatuan dengan izin penggunaan air dari sunber
air.

Desai n penbangunan jaringan irigasi harus nencakup
pedonman operasi dan peneliharaan jaringan irigasi.

(3) |

Cukup j el as.

(1) . o .
Termasuk dalam "jaringan irigasi primer dan
sekunder” adalah jaringan irigasi air tanah

beri kut sumur dan instal asi ponpanya atau bangunan
utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi



Pasal

Pasal

Pasal

Ayat
Ayat
Ayat

Ayat

m kro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan
i rigasi curah.

(2)

Cukup j el as.

(3) |

Cukup j el as.

(4) . o

Bant uan kepada per kunpul an petani penakai air ol eh
Penerintah, penerintah provinsi, atau penerintah

kabupat en/ kot a di beri kan berdasar kan eval uasi atas
perm ntaan perkunpul an petani penakai air dengan
mengacu pada kriteria yang ditetapkan ol eh

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesua

dengan kewenangannya dan dengan tetap
menper hat i kan prinsip kemandi ri an unt uk
menunbuhkenbangkan kemanpuan pet ani dal am
nmengel ola jaringan irigasi yang nenjadi tanggung
| awabnya.

(5) . . .

Maksud di perl ukannya "izin" dalam ketentuan in

adal ah karena jaringan irigasi yang di bangun badan
usaha, badan sosial, atau perseorangan di hubungkan
dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

50

Cukup j el as.

51

Ayat (1)
Yang di maksud dengan " peni ngkat an j ari ngan
irigasi"™ dalam ketentuan ini nencakup peningkatan
jaringan irigasi air pernmukaan dan jaringan
irigasi air tanah.
Peni ngkatan jaringan irigasi di tuj ukan unt uk
menper | uas areal pelayanan, neningkat kan kapasitas
saluran atau neningkatkan sistem irigasi, antara
lain dari sistemirigasi sederhana ke sem -teknis,
dari sistem irigasi sem-teknis ke teknis, dan
dari sistem irigasi sederhana ke teknis, m salnya
dengan cara penggantian pintu dan penbuatan
[ i nning sal uran.
Peni ngkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan
secara parsi al dan bertahap  sesuai dengan
kebut uhan.

Ayat (2)
Desai n peni ngkatan jaringan irigasi harus nencakup
pedonman operasi dan peneliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)
Cukup j el as.

52

Ayat (1)

Ayat

Cukup j el as.
(2)



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Cukup j el as.

Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Cukup j el as.
Ayat (5)
Maksud di perl ukannya "izin" dalam ketentuan in
adal ah karena jaringan irigasi Yyang ditingkatkan
badan usaha, badan sosial, atau perseorangan
t erhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.
53
Ayat (1)
Pengubahan dan/atau penbongkaran jaringan irigasi
di sebabkan, bai k ol eh peningkatan jaringan irigasi
maupun sebagai danpak dari kegiatan lain, msalnya
penbangunan jaringan pipa air mnum penbangunan
jaringan pipa gas, atau penbangunan jenbatan yang
melintasi jaringan irigasi prinmer dan sekunder.
Ayat (2)
Cukup j el as.
54
Ayat (1)
Maksud "di | akukan ber samaan” adal ah agar
pel aksanaan penbangunan dan/ at au peni ngkat an
jaringan irigasi disesuai kan dengan rencana dan
pr ogr am pengenbangan pertani an.
Yang di maksud dengan "pengenbangan | ahan pertani an
beririgasi", ant ara | ai n pencet akan sawah
beriri gasi, t anbak, | ahan horti kul tura,
per kebunan, dan/atau peter nakan.
Maksud "kesi apan pet ani set enpat " adal ah
penyel esai an penbangunan dan/ at au peni ngkat an
jaringan irigasi agar Dbertepatan dengan saat
petani nmenbutuhkan air dan siap nelakukan budi
daya dan pengol ahan hasi| konoditi pertani an.
Ayat (2)
Cukup j el as.
55
Cukup j el as.
56
Ayat (1)
Termasuk dal am kegi atan operasi dan peneliharaan
jaringan irigasi prinmer, sekunder, dan tersier
adal ah kegi atan pengamanan jaringan irigasi dan
konservasi air di daerah irigasi.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)

Yang di maksud dengan "nel akukan pengawasan” dal am
ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi



Pasal

Pasal

Pasal

Ayat

Ayat
Ayat

57

dan peneliharaan tidak sesuai dengan yang telah
di sepakat i dal am komi si irigasi, per kunpul an
petani permakai air dapat nenyanpai kan | aporan
dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang
ber wenang.

(4)
Kesepakat an yang di buat ant ara peneri nt ah
per kunmpul an  pet ani penakai air, dan pengguna

jaringan irigasi nmenmuat rencana tahunan operasi
dan peneliharaan, antara |ain, nengenai pengaturan
air irigasi, bagian-bagian jaringan yang nendapat
prioritas peneliharaan, dan waktu penel i haraannya.
(5)

Cukup j el as.

(6)

Cukup j el as.

Termasuk dalam tanggung jawab perkunpul an petani
penmakai air adalah jaringan irigasi tersier, jaringan
irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, jaringan
penberi dalam irigasi mkro, dan bagian jaringan
irigasi yang dibangun ol eh perkunpul an petani peneakai

air.

58
Ayat

Ayat

59
Ayat

Ayat

(1)

Cukup j el as.

(2) | . o
Pengeringan dapat dilakukan bagian dem bagian
sesuai dengan jadual kebutuhan air agar tidak
mengganggu t ananman yang sedang nenbut uhkan air.

Penj adwal an kenbal i penberi an air i rigasi
di | akukan ber dasar kan kesepakat an ant ara
peneri ntah dan perkunpulan petani penakai air,
serta di berit ahukan terl ebih dahul u kepada
per kunmpul an  pet ani penmakai air dan pengguna
jaringan irigasi paling lanmbat 30 (tiga puluh)
hari kal ender sebel um pel aksanaan pengeri ngan.

(1)

Yang di maksud dengan "pengananan jaringan irigasi”
dal am ketentuan ini adalah upaya untuk nencegah
ti ndakan nmanusia atau hewan yang dapat nerusak
jaringan irigasi.

(2)
Yang di maksud sebagai "pi hak |ain" dalam ketentuan
i ni adal ah  perseor angan, badan usaha, at au

kel onpok masyarakat di |uar kel onpok/ per kunpul an
pet ani penakai air.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

60
Ayat

Ayat
Ayat

Ayat

61

(1)

Yang di maksud dengan "garis senpadan” adal ah bat as
pengamanan bagi sal uran-sal uran dan/atau bangunan
jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang

sal uran dan sekeliling bangunan
(2)

Cukup j el as.

(3)

Yang di maksud dengan "galian" adal ah |ubang tanah
yang tidak ditutup kenbali yang dapat mnenggangu
keamanan jaringan irigasi yang ada m sal nya yang
meni nbul kan bocoran, retakan, atau |ongsoran pada
bangunan.

(4)

Jeni s bangunan yang di i zi nkan adal ah
bangunan- bangunan yang nenurut pertinbangan teknis
ti dak mengganggu fungsi jaringan irigasi.

Pedoman di neksud, antara |ain, nenuat netode, kriteria,
dan tata cara

62
Ayat (1)
Penet apan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi
di dasar kan pada ti ngkat ker usakan j ari ngan
irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat
kerusakan, keterbatasan penbiayaan, dan besarnya
danmpak yang tinbul akibat penundaan perbaikan
kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasi
penel usuran jaringan irigasi.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.
63
Cukup j el as.
64
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Yang di maksud dengan "keadaan darurat” dal am

ketentuan ini adal ah kerusakan yang terjadi secara
mendadak atau tidak terduga sebel umya, m sal nya,
aki bat dari bencana al am dan/atau tanggul sal uran
yang | ongsor.



Ayat

Pasal 65

(5)
Cukup j el as.

Cukup j el as.

Pasal 66
Ayat

Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat

Pasal 67
Ayat

Ayat

Ayat
Ayat

(1)

Yang di maksud dengan  "pendukung pengel ol aan
irigasi", antara lain kel enbagaan pengel ol aan
irigasi, sunber daya nanusi a, dan fasilitas
pendukung seperti bangunan kantor, telepon, runah
j aga, gudang peral atan, |ahan, dan kendaraan

(2)

Cukup j el as.

(3) |

Cukup j el as.

(4)

Cukup j el as.

(5

Cukup j el as.

(6)

Cukup j el as.

(7

Cukup j el as.

(8)

Cukup j el as.

(9)

Cukup j el as.

(1)

| nventarisasi jaringan irigasi mnerupakan bagian
dari pengel ol aan aset irigasi yang dilakukan
setiap tahun dalam bentuk penutakhiran data
jaringan irigasi.

Hasi| pendataan tersebut nerupakan bahan eval uas

t ahunan at as pel aksanaan pengenbangan dan
pengel ol aan irigasi.

(2" o
| nvent ar i sasi kesel ur uhan aset i rigasi
di | aksanakan 5 (1'ima) tahun  sekali secar a
nasi onal, yang dinmulai sejak saat ditetapkannya
peraturan penerintah ini. Data hasil inventarisasi

| engkap tersebut dijadi kan sebagai bahan dal am
penyusunan atau evaluasi rencana jangka nenengah
dan j angka panj ang pengel ol aan aset irigasi.

(3)

Cukup j el as.

(4)

Cukup j el as.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

68
Ayat (1)
Per encanaan pengel ol aan aset i rigasi selain
di manf aat kan untuk perencanaan Kkegi atan operasi
jaringan irigasi, dapat juga dinmanfaatkan untuk

kepenti ngan perencanaan | ainnya, m salnya rencana

untuk nengalirkan air baku, nenberi air untuk

peri kanan, dan rencana penanfaatan | ahan | ai nnya.
Ayat (2)

Per encanaan pengel ol aan aset irigasi dilakukan di

seluruh I ndonesia dimnulai sejak ditetapkannya

peraturan penerintah ini.

Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Cukup j el as.
69
Cukup j el as.
70
Cukup j el as.
71
Ayat (1)
Eval uasi pel aksanaan pengel ol aan aset irigasi
di | akukan berdasarkan hasil penut akhiran data
jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta
analisis perkenbangan data hasil penut akhi ran
di mmksud terhadap rencana pengelolaan aset yang
tel ah ditetapkan.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Hasi | eval uasi pel aksanaan pengel ol aan aset
i rigasi di gunakan sebagai masukan unt uk
pengel ol aan aset irigasi tahun berikutnya.
72
Penmut akhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa
perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/ at au

pendukung pengel ol aan irigasi.

Pemut akhi ran  di maksudkan untuk rmenghitung kenbal i
al okasi angka kebutuhan nyata operasi dan peneliharaan
sistem irigasi dan untuk nengetahui nilai barang
m | i k/ kekayaan negar a.

Pemut akhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang
berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak
berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usul an yang tel ah
di bahas dengan nelibatkan pihak-pihak terkait dan
di | engkapi kajian dan analisis yang nenyel uruh,
menyangkut hal -hal teknis, ekonom s dan sosial. Sebagai
tindak lanjut dari penutakhiran hasil inventarisasi



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

tersebut, perlu dilakukan penataan kenbali keberadaan
pendukung pengel ol aan irigasi.

73
Cukup j el as.
74
Ayat (1)
Penbi ayaan pengenbangan jaringan irigasi neliput
bi aya perencanaan dan bi aya pel aksanaan konst r uksi
jaringan irigasi.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Bant uan penbi ayaan pengenbangan jaringan irigasi
tersier dari Peneri nt ah, penerintah provinsi,
dan/ atau penerintah kabupaten/kota di koordi nasi kan
sehi ngga dapat di hi ndari bantuan penbi ayaan ganda.
Yang di maksud dengan "prinsip kemandirian" adal ah
mencakup kemandirian dalam penbi ayaan, kemanpuan
tekni s, dan kel enbagaan.
Ayat (5)
Cukup j el as.
Ayat (6)
Cukup j el as.
Ayat (7)
Cukup j el as.
75
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "angka kebutuhan nyata”
adal ah besaran biaya yang dihitung berdasarkan
kebut uhan aktual penbi ayaan operasi, peneliharaan,
dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas
sal uran untuk nenpertahankan kondisi dan fungsi
jaringan irigasi.
Ayat (3)
Yang di maksud dengan "penel usuran jaringan” adal ah
kegi atan peneri ksaan secara |angsung kondisi dan
fungsi jaringan irigasi.
Yang di maksud dengan "kontribusi" dal am ketentuan
i ni adal ah bagi an penbi ayaan yang dapat di berikan
ol en perkunpul an petani penakai air, baik berupa
dana, tenaga nmaupun material.
Ayat (4)
Cukup j el as.
76

Cukup j el as



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

77
Cukup j el as.
78
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Bant uan penbi ayaan pengelolaan jaringan irigasi
tersier dari Peneri nt ah, penerintah provinsi,
dan/ atau penerintah kabupaten/kota di koordi nasi kan
sehi ngga dapat di hi ndari bantuan penbi ayaan ganda.
Yang di maksud dengan "prinsip kemandi ri an"
mencakup kemandirian dalam penbi ayaan, kemanpuan
tekni s, dan kel enbagaan.
Ayat (3)
Cukup j el as.
Ayat (4)
Yang di maksud dengan "pengguna jaringan irigasi"”
dal am ket entuan i ni adal ah pengguna jal an i nspeksi
irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebagai mana
di mmksud dalam Pasal 12 ayat (2) besert a
penj el asannya.
79
Cukup j el as.
80
Ayat (1)
Maksud "mengoor di nasi kan dan memadukan
per encanaan” adalah untuk nencegah terjadinya
tunpang tindih atau kesenjangan dal am penbi ayaan
ant ardaerah irigasi.
Dal am pel aksanaan  koor di nasi dan ket er paduan
per encanaan penbi ayaan pengel ol aan j aringan
irigasi, komsi irigasi provinsi dapat mnelibatkan
Peneri nt ah, peneri nt ah provi nsi , peneri nt ah
kabupat en/ kota, dan pihak lain yang terkait dalam
pel aksanaan penbi ayaan pengel ol aan j aringan
i rigasi.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Pel aksanaan penbi ayaan pengel ol aan j aringan
i rigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan
sesuai dengan hasil koordinasi dalam penentuan
prioritas al okasi dana pengel ol aan irigasi.
Ayat (4)
Cukup j el as.
81

Cukup j el as.



Pasal 82
Ayat

Ayat
Ayat

Pasal 83
Ayat

Ayat
Ayat

Ayat
Pasal 84
Ayat
Ayat
Ayat

Ayat
Ayat

(1)

Penerintah, penerintah provinsi, atau penerintah
kabupat en/ kota sesuai dengan kewenangannya secara
terpadu nmengupayakan tersedianya daerah irigasi
dengan | uas m ni mal

Yang dinmaksud dengan "luas mninmal"” adal ah
per bandi ngan ant ar a | uas | ahan pertani an
beririgasi sebesar 1 (satu) hektar dan kebutuhan
beras bagi 25 (dua puluh lim) orang penduduk.
Secara nasional, skala ini dapat diterapkan di
| ndonesi a. Bagi daerah-daerah yang ketersedi aan
| ahan dan ai rnya menungki nkan per bandi ngan
tersebut dapat ditingkatkan. Namun, untuk daerah
yang sudah nencapai skala |ebih besar diupayakan
agar di pertahankan.

(2)

Cukup j el as.

(3)

Cukup j el as.

(1)

Hur uf a.
Dalam hal terjadi perubahan rencana tata
ruang w |l ayah, diupayakan penggantian | ahan
beririgasi di |okasi lain.

Hur uf b.
Cukup j el as.

(2)

Cukup j el as.

(3) | o

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan
kenbali sistemirigasi yang berkaitan dengan aspek
teknis dan admnistratif, msalnya tata |etak
sal ur an, di mensi sal ur an, penut akhiran  hasi |
i nvent ari sasi aset i rigasi, dan penghapusan
penbi ayaannya.

(4)

Cukup | el as.

(1)

Cukup j el as.

(2)

Cukup j el as.

(3) _ . :
Yang dinaksud dengan "bersifat konsultatif dan
koordi natif" adal ah hubungan yang bersifat setara.
(4)

Cukup j el as.

(5) N o .
Dal am ber koor di nasi , kom si i rigasi pr ovi nsi



Ayat
Ayat
Ayat

Pasal 85
Ayat

Ayat

Ayat
Ayat
Ayat

Ayat
Ayat

Pasal 86

ber sangkut an dapat nmel i bat kan peneri nt ah
kabupat en/ kot a yang ber sangkut an.

(6)

Cukup j el as.

(7

Cukup j el as.

(8) |

Cukup j el as.

(1)

Pengawasan dal am ketentuan ini neliputi pengawasan
terhadap sistem irigasi mlik penerintah dan
sistemirigasi yang di bangun ol eh nmasyar akat .

(2)

Yang di maksud dengan "penertiban” adal ah kegi atan
pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar

kondi si dan fungsinya tetap terjaga, serta
nmencegah terj adi nya penyi mpangan dal am
pengenbangan dan pengel ol aan sistemirigasi.

Cukup j el as.

(4)

Cukup j el as.

(5)

| nformasi  nmengenai  pengenbangan dan pengel ol aan
sistem irigasi yang disediakan neliputi sistem
irigasi yang dibangun ol eh Penerintah, penerintah
provinsi, penerintah kabupaten/kota, perkunpulan
pet ani penakai air, badan usaha, badan sosial, dan
per seor angan.

(6)

Cukup j el as.

(1)

Cukup j el as.

Cukup j el as.

Pasal 87

Cukup j el as.

Pasal 88

Cukup j el as.
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